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MOTTO 
 
ْْن ِمَوِْْه ِت ا َي آْْْن َأَْْق َل َخْْْم ُك َلْْْن ِمْْْم ُك ِس ُف  ْ ن َأْا ًج اَوْز َأْاو ُن ُك ْس َت ِلْا َه  ْ ي َل ِإَْْل َع َجَوُْْك َن  ْ ي  َ بْْمْ
ًْة َّدَو َمًْْةَْحَْرَوَّْْن ِإِْْفَْْك ِل َذٍْْت ا َي لآٍْْم ْو َق ِلَْْنوُر َّك َف  َ ت  َ يْ(ْ : مور ل ا1 2)ْ
 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir”. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut :   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a h} Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z/ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
 ix 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ض d}ad d} De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ...‘..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ى Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda  
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
 
 x 
 
 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal  rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harakat dan huruf maka trasliterasinya gabungan 
huruf, yaitu : 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى ……أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و ...... أ Fathah dan wau Au a dan u 
 Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang  yang lambangya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf  
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي …….أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasrah dan 
ya 
i> i  dan garis di atas 
 xi 
 
و  ……. أ Dammah 
dan wau 
u> u dan garis di atas 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup  
 Ta Marbutah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati  
  Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 
adalah /h/. 
 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti 
oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/  serta bacaan kedua 
kata itu terpisah  maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan  dengan 
/h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأاْةضور Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 xii 
 
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2, لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu 
ْ لا . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara 
kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf  Syamsiyyah  
ditrasliterasikan  sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/  diganti dengan 
huruf yang sama   dengan huruf yang langsung mengikuti  kata sandang 
itu.  Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah  
ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang digariskan di depan  dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  dan 
dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 xiii 
 
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir  kata. Apabila terltak di awal kata maka tidak dilambangkan 
karena  dalam tulisan Arab berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini:  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت ta'khuduna 
3. ؤنلا An-Nau'u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf 
kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka  yang ditulis dengan huruf kapital adalah  nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan 
tersebut  disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat 
yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No. Kalimat Arab Transliterasi 
 لوسرْلاإْدحممْامو Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 ينلماعلاْبرْللهْدملحا Al-hamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata  baik fi’il, isim  maupun huruf  ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang 
 xiv 
 
sudah lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  
yang dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan.  
Contoh:  
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخْولهْللهاْنإو Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 نازيلماوْليكلاْاوفوأف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na  
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ABSTRACT 
 
Dian Nabela Oktaviani, Nim: 13.2121.014 “Larangan Menikah  Adat 
Kejawen Dengan Posisi Rumah Ngalor-Ngulon” (Studi Kasus Di Desa 
Kandangsapi, Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen). This research is an effort to 
know the law caused by the prohibition of marriage ngalor-ngulon either from the 
Ulama and community figures in the Village Kandangsapi. In this case the 
questions to be answered through this research are (1) why the marriage ban 
because of Javanese custom with the position of home ngalor-ngulon (2) how the 
view of 'urf prohibition of marriage prohibition with home ngalor-ngulon position. 
 
This study uses a qualitative approach, that is mapping or exposing the 
data associated with the provisions with home ngalor-ngulon. The subject of this 
research is the community of Kandangsapi Village, while the informant in this 
research are community figures that are in tuakan in Kandangsapi Village. Data 
collection techniques use techniques, interviews, and documentation. Technique 
examination of data validity is done by continuous observation and trianggulasi. 
While the technique of data analysis using interactive model consists of data 
reduction, data presentation and data verification. 
 
Based on the study of the marriage ban because of the position of Ngaalor-
ngulon house (case study in Kandangsapi village, Jenar district of Sragen 
regency), it can be concluded that in this case the community figures and also the 
people of Kandangsapi Village disagreed partially allow with some conditions, 
some disagree on the marriage ban with the position of home ngalor-ngulon 
because there is no in terms and pillars of marriage, some others do not allow the 
absolute based on the tradition of the ancestors. 
 
Keywords: 'Urf, Tradition, Marriage Ban 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan yang bukan mahram.
1
 Anwar Harsono (1987: 220) 
mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai 
dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para  
fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah 
suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya 
hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan 
hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.
2
 
Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan 
kedalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “nikah” telah dibakukan 
menjadi bahasa Indonesia. Menurut bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu 
wattadaakhul (bertindah dan memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah 
diartikan dengan adh-dhammu wa al-jam‟u (bertindih dan berumpul). Secara 
sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Di 
samping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan 
dengan kata perkawinan. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk 
selain manusia.
3
 Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad 
                                                          
1
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  hlm. 10.   
2
 Ibid,  
3
 Ibid, 
2 
 
 
 
(perjanjian) yang megandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan 
memakai lafazh “nikah” atau “tazwij”.4 
Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan 
akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi 
antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara 
sosial dan kultural. Secara materiel, sebagaimana dikatakan oleh Sulaiman 
Rasyid, tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari 
dahulu sampai sekarang, diantaranya: 
1. Mengharapkan harta benda 
2. Mengharapkan kebangsawanan 
3. Ingin melihat kecantikannya 
4. Agama dan budi pekertinya yang baik.5 
Berdasarkan konsepsi pernikahan menurut pasal 1 ayat (1) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6
 Tujuan perkawinan adalah 
membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana 
disebutkan dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi : 
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َْْحَْرَوْ ًةَّدَوَمْ ْمُكَن ْ ي َبْ َلَعَجَوْ اَه ْ َيِلإْ اوُنُكْسَِتلْ اًجاَوَْزأْ ْمُكِسُف َْنأْ ْنِمْ ْمُكَلْ َقَلَخْ َْنأْ ِِهتَايآْ ْنِمَوِْفْ َّنِإْ ًة
(َْنوُر َّكَف َت َيٍْمْوَقِلٍْتَايلآَْكِلَذٕٔ)ْ
  
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar Rum: 21).7 
 
Sakinah, mawadah, wa rahmah dalam Al-Quran menyangkut pada 
upaya uraian sebuah ungkapan “keluarga ideal”, sebagai bagian penting dari 
potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan Al-Qur‟an. Untuk meraih 
keluarga yang ideal harus dimulai dari sebuah perkawinan yang ideal pula 
yakni apabila tujuan dari perkawinan tersebut telai tercapai yaitu sakinah, 
mawadah wa rahmah.
8
 
Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah 
perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keberbedaan 
itu tidak hanya antara satu agama dengan agama lain, tetapi juga suatu adat 
kejawen antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain,
9
 yang 
merupakan sebuah kristalisasi pengalaman hidup orang Jawa sejak jaman 
prasejarah hingga jaman globalisasi saat ini. Sebagian besar orang Jawa 
berusaha menyelaraskan beberapa konsep leluhur dengan adab Islami, 
mengenai alam kondrati (dunia ini) dan alam adikodrati (alam ghaib). Orang 
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Jawa percaya bahwa Tuhan adalah pusat alam semesta dan pusat segala 
kehidupan.
10
 
Setiap perkembangan Islam di suatu daerah, sudah dipastikan 
Islam akan berakulturasi dengan kebudayaan daerah tersebut. Salah satunya 
adalah budaya Jawa. Hasil akulturasi tersebut menyebabkan adanya istilah 
Islam Jawa atau Islam kejawen. 
Islam Jawa ini tergolong unik, bukan karena ia mempertahankan 
aspek-aspek budaya dan agama pra-Islam, tetapi karena konsep-konsep sufi 
mengenai kewalian, jalan mistik dan kesempurnaan manusia diterapkan dalam 
formulasi suatu kultur keraton. Pada gilirannya, agama Negara itu merupakan 
suatu model konsepsi Jawa tradisional mengenai aturan sosial, ritual, dan 
bahkan aspek-aspek kehidupan sosial.
11
 
Pemahaman dan kebiasaan masyarakat terhadap budaya Islam jawa 
juga dapat dilihat di Desa Kandangsapi, Jenar, Sragen. Setelah melakukan 
penelitian pendahuluan di daerah Kandangsapi, Jenar, Sragen ternyata terdapat 
beberapa pernyataan yang menarik yang diungkapkan sebagian dari 
masyarakat yang mempercayai budaya Islam kejawen dalam keluarga yang 
sakinah di daerah tersebut. 
Masyarakat Kandangsapi sebagian besar mempercayai budaya 
Islam kejawen seperti nikah terhalang oleh adat Jawa, seperti sebuah 
perhitungan ngalor-ngulon ini. Tradisi perkawinan dengan arah rumah dua 
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calon itu jika ditarik garis lurus masih di antara area arah utara dan barat atau 
lebih gampangnya arah barat laut. Berlaku juga untuk arah sebaliknya yaitu 
arah tenggara. Kepercayaan dengan perhitungan ngalor-ngulon ini apabila 
dilanggar oleh anggota keluarga baik dari laki-laki atau perempuan kehidupan 
rumah tangga akan seperti orang mati, bahkan, nantinya sampai terjadi 
kematian dalam anggota keluarganya.
12
 
Telah dijelaskan dalam hukum Islam di Indonesia bahwa larangan 
dilangsungkannya pernikahan terdapat dua macam, yaitu larangan salama-
lamanya terinci dalam pasal 39 KHI dan larangan sementara pasal 40  sampai 
dengan 44 KHI. Hal itu diuraikan sebagai berikut:
13
 
1. Larangan perkawinan selama-lamanya 
Pasal 39 KHI mengungkapkan. “dilarang melangsungkan perkawinan 
antara seorang pria dengan wanita disebabkan: 
a. Karena pertalian nasab: 
1) Dengan seorang wanita yang melahirkan 
2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu 
3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 
b. Karena pertalian kerabat semenda: 
1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas 
istrinya 
2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya 
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3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya kecuali 
putus perkawinan dengan istrinya sebelum dukhul. 
c. Dengan pertalian persusuan 
1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus 
ke atas. 
2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 
lurus ke bawah. 
3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan nenek bibi sesusuan 
ke atas. 
4) Dengan anak yang di susui oleh isterinya dan keturunannya. 
2. Larangan perkawinan dalam waktu tertentu 
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 
wanita karena keadaan tertentu diungkapkan secara rinci dalam pasal 40 
sampai 44 KHI. Hal ini diuraikan sebagai berikut: 
Pasal 40 KHI 
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terkait satu perkawinan 
dengan pria lain. 
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.14 
Pasal 41 KHI 
a. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang 
mempunyai hubungan pertalian  nasab atau sesusuan dengan istrinya; 
                                                          
14
 Departemen Agama  RI, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 149  
7 
 
 
 
1) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya 
2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 
b. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya 
telah ditalak raj‟i, tetapi masih dalam masa iddah. 
Pasal 42 KHI 
Seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila 
pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-
empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj‟i 
ataupun salah seorang di antara mereka masih terkait tali perkawinan 
sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj‟i. 
Pasal 43 KHI 
a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria : 
1) Dengan seorang wanita bekas  istrinya ditalak tiga kali 
2) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili‟an 
b. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi 
telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus 
ba‟da dukhul dan telah habis masa iddahnya. 
Pasal 44 KHI 
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 
seorang pria yang tidak beragama Islam.
15
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Sedangan bila di tinjau dari Hukum Islam, larangan menikah dalam 
hukum Islam tidak mengenal dengan adanya posisi rumah ngalor-ngulon 
tersebut.
16
 
Berdasarkan beberapa alasan di atas penulis tertarik untuk meneliti 
permasalahan tersebut. Penulis mengambil judul “Larangan Menikah 
Karena Adat Kejawen Dengan Posisi Rumah Ngalor-Ngulon (Studi 
Kasus Di Desa Kandangsapi, Jenar, Sragen). 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Mengapa larangan menikah karena adat kejawen dengan posisi rumah 
ngalor-ngulon di Desa Kandangsapi, Jenar, Sragen terjadi? 
2. Bagaimana pandangan dalil „urf tentang larangan menikah dengan posisi 
rumah Ngalor-Ngulon? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui bagaimana larangan adat kejawen itu bisa terjadi. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan berdasarkan dalil „urf tentang 
larangan menikah dengan posisi rumah Ngalor-Ngulon. 
3. Untuk mengetahui perkembangan tentang larangan adat tersebut. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi peneliti, penelitian ini menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, 
dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi. 
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan hasil yang 
nantinya dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam mengambil keputusan 
atau kebijakan-kebijakan dalam kehidupan bermasyarakat. 
 
E. Kerangka Teori 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 
yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.
17
 
Larangan menikah dengan posisi rumah ngalor-ngulon tersebut 
dilatarbelakangi karena adanya adat kejawen yang telah melekat dan 
dipercayai sebagian banyak orang di Desa Kandangsapi dan malapetaka akan 
terjadi apabila dilaksanakan pernikahan tersebut, sampai percaya bahwa jika 
pernikahan itu dilangsungkan maka anggota keluarga baik suami maupun istri 
akan sakit-sakitan atau mati jika melanggar perhitungan ngalor-ngulon 
tersebut. 
Hukum dasar perkawinan yaitu wajib, haram, sunah, makruh, dan 
mubah. Perkawinan yang dilarang dalam Islam ialah seperti; 
1. Nikah Mut‟ah ialah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam 
batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, 
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makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka 
dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan. 
2. Nikah Syighar, yaitu seseorang menikahkan putrinya dengan seseorang, 
dengan syarat orang yang dinikahkan tersebut juga menikahkan putrinya, 
dan tidak ada mahar atas keduanya.
18
 
3. Nikah Muhalil adalah perkawinan seorang pria dengan wanita yang sudah 
ditalak tiga oleh suaminya. Dan setelah dikumpulinya ia menalaknya lagi, 
agar suami yang pertama boleh mengawininya kembali.
19
 
dan wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi (halangan abadi dan 
halangan sementara) yang tertera dalam Surat An-Nisa ayat 22-23; 
َْسْْدَقْاَمْلاِإِْءاَسِّنلاَْنِمْْمُُكؤَابآَْحَكَنْاَمْاوُحِكْن َتْلاَوْلايِبَسَْءاَسَوْاًتْقَمَوًْةَشِحَافَْناَْك ُهَّنِإَْفَل
(ُْٕٕتاَن َبَوِْخلأاُْتاَن َبَوْْمُكُتلااَخَوْْمُكُتا َّمَعَوْْمُكُتاَوَخَأَوْْمُكُتاَن َبَوْْمُكُتاَه َُّمأْْمُكْيَلَعْْتَمِّرُح)
َْضَّرلاْ َنِمْ ْمُكُتاَوَخَأَوْ ْمُكَنْعَضَْرأْ تِلالاْ ُمُكُتاَه َُّمأَوْ ِتْخلأاُْمُكُِبئَابَرَوْ ْمُكِئاَسِنْ ُتاَه َُّمأَوْ ِةَعا
َْحاَنُجْ لاَفْ َّنِِبِْ ْمُتْلَخَدْ اُونوُكَتْ َْلَْ ْنَِإفْ َّنِِبِْ ْمُتْلَخَدْ تِلالاْ ُمُكِئاَسِنْ ْنِمْ ْمُِكروُجُحْ ِفْ تِلالا
َْْين َبْ اوُعَمَْتَْ ْنَأَوْ ْمُكِبلاْصَأْ ْنِمْ َنيِذَّلاْ ُمُكِئاَن َْبأْ ُلِئلاَحَوْ ْمُكْيَلَعْ َّنِإْ َفَلَسْ ْدَقْ اَمْ لاِإْ ِْين َتْخلأاْ
(ْاًميِحَرًْاروُفَغَْناَْك َهَّللإٖ)ْ
 
22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya 
perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang 
ditempuh). 
23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang 
menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu 
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(mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 
yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu 
itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; 
(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan 
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 
Itu juga menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, yaitu pasal-pasal 
tentang larangan perkawinan. Larangan perkawinan dalam UU No. Tahun 
1974 tertera dalam pasal 8, 9 dan 10. Sedangkan dalam KHI larangan 
kawin tertera dalam pasal 39-44. Serta menggunakan teori larangan 
perkawinan menurut hukum adat. 
Apabila dilihat dari Hukum Islam di Indonesia, larangan 
perkawinan itu apabila ada; 
1. pertalian nasab 
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang 
menurunkannya atau keturunannya. 
b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. 
c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 
2.  karena pertalian kerabat semenda 
a. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 
istrinya. 
b. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya. 
c. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, 
kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu 
qobla al dukhul; 
12 
 
 
 
d. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 
3. Dengan pertalian persusuan 
a. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus 
ke atas. 
b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 
lurus ke bawah. 
c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan nenek bibi sesusuan 
ke atas. 
d. Dengan anak yang di susui oleh isterinya dan keturunannya.20 
 „Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu‟amalah (hubungan 
kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung 
ajeg (konstan) di tengah masyarakat.
21
 „Urf ini tergolong salah satu 
sumber hukum (ashl) dari ushul fiqh. Para ulama menyatakan bahwa „urf 
merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum, menetapkan bahwa 
ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari Kitab (Al-quran) 
dan Sunnah (hadist). Apabila suatu „urf bertentangan dengan kitab atau 
sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian 
perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka 
„urf mereka tersebut ditolak. Sebab dengan diterimanya „urf itu berarti 
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mengesampingkan nash-nash yang pasti; mengikuti hawa nafsu; dan 
membatalkan syariat.
22
 
Berdasarkan uraian diatas, „urf terbagi menjadi dua macam : 
1. „Urf yang fasid (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu „Urf yang 
bententangan dengan nash qath‟iy 
2. „Urf yang Shahih (baik/benar). „Urf yang kedua ini bisa diterima dan 
dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. 
„Urf yang shahih terbagi menjadi dua macam:23  
1. „Urf Aam (umum) „Urf Aam ialah „urf yang telah disepakati 
masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi dikolam, di mana sebagian 
orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad istishna‟ 
(perburuhan). Oleh karena itu, „urf Aam dapat disimpulkan bahwa „urf 
yang berlaku di seluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan 
pada abad-abad yang telah silam. 
2. „Urf Khas (khusus) „Urf Khas sebagai bandingan „urf Aam ialah „urf 
yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan 
masyarakat tertentu, seperti „urf yang berhubungan dengan 
perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya.
24
 
Untuk dapat dijadikan dalil syara‟ „urf harus memenuhi beberapa 
persyaratan, yaitu: 
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1.  „Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 
hukumnya itu muncul. 
2.  „Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 
dalam suatu transaksi atau akad. 
3. „Urf itu tidak bertentangan dengan nas, sehingga menyebabkan hukum 
yang dikandung nas tidak bisa diterapkan.
25
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dari penelusuran penulis, ada beberapa karya ilmiah yang 
penyusun temukan, beberapa karya ilmiah yang membahas tentang 
larangan menikah, adat nikah, serta larangan adat untuk nikah. 
Diantaranya karya ilmiah yang di susun oleh : 
Skripsi Vivi Kus Aisyah tentang “Larangan Adat Perkawinan 
Antar Desa dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Srago 
Cilik dan Desa Srago Gede Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten 
Klaten).
26
 Skripsi ini membahas tentang adanya larangan perkawinan yang 
terjadi antar desa yang apabila dilanggar akan menyebabkan bencana bagi 
pelaku maupun keluarganya, serta apa yang melatar belakangi adanya 
larangan perkawinan antar desa tersebut.” 
Skripsi Taufiq Hidayat tentang “Larangan Pernikahan Karena 
Masih Satu Danyang (studi kasus di Dukuh Barepan dan Dukuh Sugorejo, 
                                                          
25
 Taufiq Hidayat, “Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang Studi Kasus di 
Dukuh Barepan dan Dukuh Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, 
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2017. Hlm. 16. 
26
 Vivi Kus Aisyah, Larangan Adat Perkawinan Antar Desa dalam Perspektif Hukum 
Islam Studi Kasus di Desa Srago Cilik dan Desa Srago Gede Kecamatan Klaten Tengah 
Kabupaten Klaten, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2016. 
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Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo).
27
 Skripsi ini 
membahas tentang larangan pernikahan yang terjadi di dua desa yang 
disebabkan karena masih satu Danyang (orang yang dituangkan di daerah 
tertetu atau sosok leluhur yang di percayai sebagai pendiri desa atau dukuh 
tertentu), serta bagaimana perspektif „Urf larangan pernikahan karena 
masih satu Danyang tersebut.” 
Skripsi Muhammad Anshori tentang “Larangan Adat Kawin 
Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan 
Sambungmacan, Sragen).
28
 Dalam skripsinya menjelaskan tentang adanya 
kepercayaan atau keyakinan di masyarakat kelurahan Sambungmacan 
yaitu larangan kawin lusan (anak ketelu dan sepisan).” 
Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya, 
terrnyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang 
penyusun kehendaki sehingga penyusun berinisiatif umtuk menuliskannya 
ke dalam sebuah skripsi. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research). Yaitu penelitian yang dilakukan 
                                                          
27
 Taufiq Hidayat, Larangan Pernikahan Karena Masih Satu Danyang Studi kasus di 
Dukuh Barepan dan Dukuh Sugorejo, Desa Jagan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, 
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas IAIN Surakarta. 2017 
28
 Muhammad Ansori, Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi 
di Kelurahan Sambungmacan, Sragen. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2004. 
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dengan cara terjun langsung di masyarakat, guna memperoleh data-data 
yang berkaitan dengan larangan menikah karena adat kejawen dengan 
posisi rumah ngalor-ngulon di Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, 
Kabupaten Sragen. 
2. Sumber Data 
Penelitian ini, menggunakan jenis data berupa data primer dan data 
sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis 
mendapatkan sumber data primer melalui wawancara  dengan tokoh 
masyarakat, tokoh dan warga di Desa Kandangsapi, Kecamatan Jenar, 
Kabupaten Sragen. 
Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-
buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, internet, serta literatur yang 
berhubungan dengan larangan perkawinan. 
3. Lokasi penelitian 
Penulis melakukan penelitian ini di Desa Kandangsapi, Kecamatan 
Jenar, Kabupaten Sragen. Dikarenakan larangan menikah terjadi di 
wilayah tersebut.  
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4. Metode Pengumpulan Data 
Metode wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada 
suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana 
dua orang atau lebih berhadap secara fisik.
29
 Teknik yang digunakan 
adalah wawancara bebas dan wawancara terbuka. Wawancara bebas 
merupakan teknik yang tidak terikat oleh sistematika daftar pertanyaan 
tertentu, melainkan lazimnya hanya terarahkan oleh pedoman wawancara 
saja sehingga pewawancara bias secara bebas mengembangkan 
wawancaranya.
30
 Wawancara terbuka yaitu wawancara yang berdasarkan 
pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terikat) jawabannya. Contohnya 
wawancara dengan menggunakan pertanyaan yang menghendaki 
penjelasan atau pendapat seseorang. Untuk memperoleh data, penulis 
melakukan wawancara dengan tokoh agama, sesepuh desa, tokoh 
masyarakat, dan warga di desa Kandangsapi kecamatan Jenar Kabupaten 
Sragen. 
5. Teknik Analis Data 
Salah satu tahap yang paling penting adalah menganalis data yang 
diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Dalam 
menganalisis data penulis mengunakan analis deskriptif yaitu suatu 
metode analisis dimana penulis menjabarkan data-data yang diperoleh dari 
                                                          
29
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2014), hlm. 160. 
30
 Bagong Suyanto, dkk, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 78.  
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hasil penelitian. Sehingga dapat disimpulkan yang objektif, logis, 
konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis 
dalam penelitian ini. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan gambaran komprehensif berkaitan dengan 
proposal ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut; bab I 
pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan 
tujuan,kerangka teori, metode penulisan dan sistematika penulisan. 
Bagian kedua merupakan gambaran umum tentang perkawinan an 
munculnya larangan pernikahan dalam Islam, yang meliputi pengertian, rukun 
dan syarat perkawinan dantujuan perkawinan, wanita yang haram dinikahi, 
serta beberapa pernikahan yang dilarang dalam Islam, dan juga penjelasan 
tentang „urf yang meliputi pengertian, macam-macam „urf. 
Bab ketiga, menggambarkan wilayah yang menjadi obyek 
penelitian. Dijelaskan pula deskripsi tentang pandangan masyarakat 
Kandangsapi, Jenar, Sragen atas larangan pernikahan karena posisi rumah 
Ngalor-Ngidul yng meliputi pengertian, latar belakang, faktor yang 
mempengaruhi masih ditaatinya larangan tersebut, serta pengaruhnya dalam 
masyarakat. 
Bab empat, yaitu analisis terhadap larangan perkawinan yang 
terjadi di Desa Kandangsapi, Jenar, Sragen, serta implikasi adanya larangan 
tersebut terhadap kehidupan masyarakat. 
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Bab kelima, merupakan bagian kesimpulan yang akan diuraikan 
mengenai jawaban atas pokok permasalahan skripsi ini serta saran sebagai 
solusi dari permasalahan. 
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BAB II 
PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM 
 
A. Pengertian Perkawinan 
Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang kemudian 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Perkawinan.
31
 Nikah 
menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah 
(Zawaf) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga 
bisa diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna menyetubuhi isteri. Kata nikah 
sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.
32
 
Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan yang bukan mahram.
33
 Abu zahrah mengemukakan bahwa 
perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara 
seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai 
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.
34
 
Perbedaan pendapat para ulama mengenai makna nikah–akad dan 
hubungan seksual, yang mana hakikat dan yang mana majaz. Pendapat 
pertama mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut 
akad nikah, dan kadang dipakai secara majaz untuk menyebutkan hubungan 
                                                          
31
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 10. 
32
 Timahi, dkk, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2014), hlm. 7 
33
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1 ..., hlm. 9. 
34
 Ibid, hlm. 13. 
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seksual. Ini adalah pendapat dari mazhab Syafi‟iyah, disahihkan oleh Abu 
Tayib, Mutawali dan Qadi Husain.
35
 
Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai 
untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang di pakai secara majaz untuk 
menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat al-Azhari, al-Jauhari dan al-
Zamakhsari, ketiganya adalah pakar bahasa Arab. Pendapat ketiga 
mengatakan bahwa pada hakikatnya maksud dari nikah adalah kedua 
pengertian diatas. Menurut abul Qasim al-Zajjad, Ibnu Hazm, Imam Yahya, 
dan sebagian ulama ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah dalam kata nikah 
berserikat antara makna akad dan hubungan seksual. Pendapat ini dibenarkan 
oleh Ibnu Hajar meskipun kata yang banyak dipakai adalah kata akad.
36
 
Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan 
sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut‟ah dengan sengaja. 
Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh 
anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama 
Syafi‟iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan 
menggunakan lafazh “nikah”atau “zauj”, yang menyimpan arti memiliki. 
Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang 
mengandung arti mut‟ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan 
adanya harga. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad 
dengan menggunakan lafaz “nikah” atau “tazwij” untuk mendapatkan 
                                                          
35
 Abdul Aziz, Buku Daras Fiqh Munakahat, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, 2014), hlm. 7. 
36
 Ibid.,  
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kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang 
perempuan dan sebaliknya.
37
 
Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Bab 1 Pasal 1 desebutkan 
bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‟.38 
Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 mendefinisikannya 
sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
39
 
Dari berbagai makna nikah tersebut, baik ditinjau dari aspek 
bahasa, pendapat ulama, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 
dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makna bermuara pada satu makna 
yang sama, yaitu berhubungan seksual, berkumpul, dan akad. 
 
B. Tujuan Perkawinan 
Tujuan perkawinan, yaitu : 
1. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT 
Menurut konsep Islam, hidup  sepenuhnya untuk mengabdi dan 
beribadah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. 
Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi 
                                                          
37
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),  hlm. 17. 
38
 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1. 
39
 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, hlm, 14. 
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peribadahan dan amal salih yang lain, bahkan berhubungan suami istri pun 
termasuk ibadah (sedekah).
40
 
2. Memenuhi tuntutan naluri manusia 
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk 
memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah. Karena menikah 
merupakan satu-satunya solusi alami dan secara biologis paling sesuai 
untuk memuaskan nafsu seksual.
41
 
3. Memperoleh keturunan 
Tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk memperoleh 
keturunan yang salih. hal terpenting lagi dalam pernikahan bukan hanya 
sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk 
generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang salih dan bertaqwa 
kepada Allah SWT.
42
 
4. Membentengi akhlak yang luhur 
 Sasaran utama dari di syariatkannya pernikahan dalam Islam 
diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan 
kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia 
yang luhur.
43
 
Di dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang 
menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk 
                                                          
40
 Abdul Aziz, Buku Daras Fiqh Munakahat, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta, 2014), hlm. 19. 
41
 Ibid, Hlm. 13. 
42
 Ibid, hlm. 20. 
43
 Abdul Aziz, Buku Daras Fiqh Munakahat, ...., hlm. 14. 
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keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa.
44
 Selanjutnya dijelaskan untuk itu suami isteri perlu 
saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat 
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan 
spiritual dan material.
45
 
Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat 
kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan 
menurut garis kebapakan atau keibuan atau ke ibu-bapakan, untuk 
kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-
nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.
46
 
Dari beberapa tujuan nikah tersebut, baik ditinjau dari para 
ulama fiqh, UU No.1 Tahun 1974 dan masyarakat hukum adat, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa semua bermuara pada suatu tujuan yang sama, 
yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan meneruskan 
keturunan. 
C. Bentuk Keluarga Bahagia dalam Islam 
1. Al-Sakinah 
Al-Sakinah yang membawa maksud ketenangan, ketenteraman, 
kedamaian jiwa yang difahami dengan suasana damai yang melingkupi 
rumahtangga di mana suami isteri yang menjalankan perintah Allah SWT 
dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Dalam al-Quran ia 
                                                          
44
 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1. 
45
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 21. 
46
 Ibid, hlm. 22. 
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disebutkan sebanyak enam kali serta dijelaskan bahawa sakinah itu telah 
didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang 
yang beriman. Daripada suasana tenang (al-sakinah) tersebut akan muncul 
rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa 
bertanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi. 
2. Al-Mawaddah (Kasih Sayang) 
Al-Mawaddah ditafsirkan sebagai perasaan cinta dan kasih 
sayang antara suami isteri yang melahirkan kesenian, keikhlasan dan 
saling hormat menghormati antara suami isteri dan semua ini akan 
melahirkan kebahagiaan dalam rumahtangga. Melalui al-mawaddah, 
pasangan suami isteri dan ahli keluarga akan mencerminkan sikap lindung 
melindungi dan tolong menolong. Sikap ini akan menguatkan lagi 
hubungan silaturahim di antara keluarga dan masyarakat luar. Bagi 
pasangan campur, al-mawaddah ini tidak hanya terhad kepada suami dan 
isteri, ibu bapa dan anak-anak, tetapi juga dengan seluruh keluarga dan 
masyarakat. Firman Allah yang menggesa anak-anak mengasihani dan 
berbakti kepada kedua ibu bapak. 
3. Al-Rahmah (Belas Kasihan) 
Al-Rahmah dimaksudkan dengan perasaan belas kasihan, 
toleransi, lemah-lembut yang selalunya diikuti oleh ketinggian budi 
pekerti dan akhlak yang mulia. Tanpa kasih sayang dan perasaan belas 
kasihan, sebuah keluarga ataupun perkahwinan itu akan tergugat dan boleh 
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membawa kepada kehancuran. Kebahagiaan amat mustahil untuk dicapai 
tanpa adanya rasa belas kasihan antara individu keluarga.
47
 
 
 
D. Rukun dan Syarat Pernikahan 
Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. 
Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang 
terdapat dalam perkawinan yang wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada 
saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam kompilasi 
Hukum Islam (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya : 
1. Calon suami 
2. Calon istri 
3. Wali nikah 
4. Dua orang saksi 
5. Ijab dan kabul. 
Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang 
telah dikemukakan diatas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang 
menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Al-
quran, Al-Hadist, dan Undang-undang yang berlaku.
48
 Berikut ini adalah 
penjelasan mengenai syarat-syarat nikah, yaitu: 
1. Calon Mempelai Pria dan Wanita 
                                                          
47
 Nur Zahidah Hj Jaapar & Raihanah Azahari. “Model Keluarga Bahagia Menurut 
Islam,“ Jurnal Fiqh, (Kuala Lumpur) vol, 1, Nomor. 8, 2011, Hlm. 41. 
48
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh munakahat 1, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hlm. 109. 
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Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan 
perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau 
sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Quran. Adapun 
syarat-syarat mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan 
kawin ini adalah sebagai berikut: 
a. Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya. 
b. Keduanya sama-sama beragama Islam 
c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan 
d. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan 
perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan 
dalam kitab-kitab fiqh. Tidak ada di dalam Al-Quran yang secara jelas 
dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada 
hadits Nabi Muhammad SAW yang secara langsung menyebutkan 
batas usia. Namun ada ayat Al-Quran yang secara tidak langsung 
mengisyaratkan batas usia tertentu.  
2. Wali 
a. Keberadaan Wali 
Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah 
seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu 
akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki 
yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak 
perempuan yang dilakukan oleh walinya. Keberadaan wali dalam akad 
nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak 
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dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku 
untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih belum cukup umur, 
masih perawan atau sudah janda. 
b. Orang-orang yang Berhak Menjadi Wali 
Jumhur ulama membagi wali itu kepada dua kelompok: 
1) Yang pertama wali dekat atau wali qarib yaitu ayah dan kalau tidak 
ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan 
yang mutlak terhadap anak perempuan yang akad dikawinkannya. 
Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia 
muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam 
kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan minta 
pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena 
orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk 
memberikan persetujuan. 
2) Yang kedua wali jauh atau wali ab‟ad, yaitu 
3) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
4) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
5) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada  
6) Anak laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 
7) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada  
8) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada  
9) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada  
10) Anak paman seayah 
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11) Ahli waris kerabat lainnya kalau tidak ada pindah kepada 
12) Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah tersebut 
Orang-orang di atas baru berhak menjadi wali apabila 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang 
gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi 
seseorang yang melakukan akad 
 
2) Laki-laki 
3) Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali 
untuk muslim 
4) Orang merdeka 
5) Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih 
6) Berfikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena 
ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak 
akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut 
7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa kecil serta tetap 
memelihara muruah atau sopan santun 
8) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.49 
3. Saksi  
a. Keberadaan saksi 
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Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada 
kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari 
pihak-pihak yang berakad di belakang hari. 
b. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang 
2) Kedua saksi itu adalah beragama Islam 
3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka 
4) Kedua saksi itu adalah laki-laki 
5) Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan 
dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap 
menjaga muruah 
6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat 
4. Ijab Kabul (akad nikah) 
Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua 
pihak yang berakad dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab penyerehan dari 
pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab 
dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak 
saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Quran”. 
Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya 
menerima mengawini anak bapak yang bernama si Adengan mahar sebuah 
kitab Al-Quran”.  
Adapun syarat-syarat akad adalah: 
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a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Yang 
melakukan ijab boleh dari pihak laki-laki dan boleh pula dari pihak 
wali perempuan. 
b. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama 
perempuan secara lengkap dan bentuk mahar. 
c. ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus 
walaupun sesaat. 
d. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. 
Dalam lafaz Arab ialah na-ka-ha atau za-wa-ja atau terjemahannya 
yang dapat dipahami oleh orang yang berakad, seperti lafaz kawin bagi 
bahasa Melayu. 
e. Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung 
maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.
50
 
5. Mahar 
Mahar atau yang disebut shadaq ialah pemberian khusus laki-
laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad 
nikah. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki 
yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar tersebut 
kepada istrinya itu. 
E. Hikmah Perkawinan 
Sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia untuk 
memakmurkan bumi dan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam 
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menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi 
pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.hanya dengan 
menikahlah hubungan pria dan wanita menjadi sah. 
Hikmah atau manfaat dari perkawinan itu banyak sekali,adapun 
hikmahnya antara lain ; 
1. Pengaturan hubungan biologis yang terjaga kemuliaanya 
2. Mengusahakan kecerdasan,melanjutkan keturunan,dan 
memelihara nas}ab yang baik 
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh dengan 
sempurna dalam melindungi putra dan putrinya dengan 
penuh kasih sayang 
4. Timbul rasa tanggung jawab dalam keluarga sehingga 
mendorong kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan 
5. Melakukan perkawinan bernilai ibadah 
6. Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat 
7. Dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seseorang atau 
kelompok secara teratur, terhormat halal dan memperkuat 
silaturrahmi.
51
 
F. Dasar Hukum Perkawinan 
Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah 
SWT dan juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak perintah-
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perintah Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakn perkawinan diantaranya 
QS An-Nur ayat 32.
52
 
ِْمْ ُهَّللاْ ُمِهِنْغ ُيْ َءَارَق ُفْ اُونوُكَيْ ْنِإْ ْمُكِئاَمِإَوْ ْمُِكداَبِعْ ْنِمْ َينِِلحا َّصلاَوْ ْمُكْنِمْ ىَمَايلأاْ اوُحِكَْنأَوِْهِلْضَفْ ْن
(ٌْميِلَعٌْعِساَوُْهَّللاَوٖٕ)ْ
 
 “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, 
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin 
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur : 32) 
 
Begitu banyak pula perintah Nabi Muhammad SAW kepada 
umatnya untuk melakukan perkawinan. Di antaranya seperti hadits Nabi 
Muhammad SAW yang diriwiyatkan dari Abdullah bin Amr, bahwa 
Rasulullah pernah bersabda: 
ُْةَِلحاَّصلاَُْةأْرَ
لماْاَهِعاَتَمُْر ْ يَخَوٌْعاَتَمْاَي ْن ُّدلا 
“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita 
shalihah”. (H.R. Muslim)53 
 
Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW 
untuk melaksanakan perkawinan maka perkawinan itu adalah perbuatan yang 
lebih disenangi Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk dilakukan. Atas dasar 
ini hukum perkawinan itu menurut asalnya adalah sunnat menurut pandangan 
jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Namun karena ada tujuan mulia 
yang hendak dicapai dari perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi 
yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci 
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jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan 
orang-orang tertentu, sebagai berikut: 
1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah 
pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk 
melangsungkan perkawinan. 
2. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum 
berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga 
belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk 
perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, 
berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya. 
3. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan 
untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir akan 
terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin. 
4. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan 
syara‟ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak 
akan mencapai tujuan syara‟, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan 
merusak kehidupan pasangannya. 
5. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk 
kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-
apa kepada siapa pun.
54
 
 
G. Larangan dalam Perkawinan Menurut Fiqh 
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Maksud larangan dalam pernikahan adalah larangan untuk 
menikahi (kawin) antara seorang pria dan seorang wanita. Menurut syara‟ 
larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. 
Halangan adabi ada yang telah diseakati ada pula yang masih diperselisihkan. 
Halangan abadi yang disepakati yaitu nasab (keturunan), pembesanan (ksrens 
pertalian kerabat semenda) dan sesusuan. Sedangkan yang di perselisihkan 
yaitu karena Zina dan karena sumpah Li‟an. Halangan sementara yaitu wanita 
yang sedang dalam „iddah, wanita yang ditalak tiga, wanita yang sedang 
melakukan ihram, dan wanita musyrik.
55
 
1. Halangan Abadi 
a. Larangan Nikah karena Pertalian Nasab 
Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi 
Muhammad SAW, telah menentukan beberapa kriteria seseorang 
untuk dapat dinikahi, diantaranya tidak ada pertalian darah, sudah 
dewasa (baligh) dan berakal, dan berkemampaun baik material maupun 
immaterial. Dalam kaitan dengan masalah larangan nikah tersebut 
didasarkan pada firman Allah SWT: 
ُْتاَن َبَوِْخلأاُْتاَن َبَوْْمُكُتلااَخَوْْمُكُتا َّمَعَوْْمُكُتاَوَخَأَوْْمُكُتاَن َبَوْْمُكُتاَه َُّمأْْمُكْيَلَعْْتَمِّرُح
ِْتْخلأاْ
Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; 
anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, 
Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu 
yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
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yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan…”(QS. An-Nisa: 23)56 
 
Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang 
dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu 
perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. 
sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang 
tidak dalam pemeliharaannya. 
Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram 
dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah:
57
 
1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan 
ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan 
seterusnya ke atas). 
2) Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam 
garis lurus ke bawah, yakni anak prempuan, cucu perempuan, baik 
dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke 
bawah. 
3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja. 
4) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung 
ayah atau seibu dan seterusnya ke atas. 
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5) Kemenakan (keponakan perempuan), yaitu anak perempuan 
saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. 
b. Larangan Nikah karena Hubungan Sesusuan 
Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan 
adalah:
58
 
1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui. 
2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari 
suami yang menyusui itu. 
3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara 
perempuan suami ibu susuan dan seterusnya. 
4) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari 
saudara ibu susuan. 
5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun  
seibu saja. 
c. Larangan Nikah karena Pertalian Kerabat Semenda (Mushaharah) 
keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23: 
َْءاَسَوْ اًتْقَمَوْ ًةَشِحَافْ َناَْك ُهَّنِإْ َفَلَسْ ْدَقْ اَمْ لاِإْ ِءاَسِّنلاْ َنِمْ ْمُُكؤَابآْ َحَكَنْ اَمْ اوُحِكْن َتْ لاَو
(ْ لايِبَسُْٕٕتاَن َبَوْ ْمُكُتلااَخَوْ ْمُكُتا َّمَعَوْ ْمُكُتاَوَخَأَوْ ْمُكُتاَن َبَوْ ْمُكُتاَه َُّمأْ ْمُكْيَلَعْ ْتَمِّرُح)
ِْتْخلأاْ ُتاَن َبَوْ ِخلأاُْْتاَه َُّمأَوْ ِةَعاَضَّرلاْ َنِمْ ْمُكُتاَوَخَأَوْ ْمُكَنْعَضَْرأْ تِلالاْ ُمُكُتاَه َُّمأَو
ْاُونوُكَتْ َْلَْ ْنَِإفْ َّنِِبِْ ْمُتْلَخَدْ تِلالاْ ُمُكِئاَسِنْ ْنِمْ ْمُِكروُجُحْ ِفْ تِلالاْ ُمُكُِبئَابَرَوْ ْمُكِئاَسِن
لاَحَوْ ْمُكْيَلَعْ َحاَنُجْ لاَفْ َّنِِبِْ ْمُتْلَخَدْ َْين َبْ اوُعَمَْتَْ ْنَأَوْ ْمُكِبلاْصَأْ ْنِمْ َنيِذَّلاْ ُمُكِئاَن َْبأْ ُلِئ
(ْاًميِحَرًْاروُفَغَْناَْك َهَّللاْ َّنِإَْفَلَسْْدَقْاَمْلاِإْ ِْين َتْخلأإٖ)ْ
Berikut terjemahannya ;  
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(22).  Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini 
oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya 
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan 
(yang ditempuh). 
 (23).  Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu 
yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, 
Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu 
yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu 
ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan 
(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang 
Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 
[281]  maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan 
yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu 
perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. 
sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam 
pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang 
tidak dalam pemeliharaannya.
59
 Jika diperinci adalah sebagai berikut:
60
 
1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, 
baik dari garis ibu atau ayah. 
2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin 
antara suami dengan ibu anak tersebut. 
3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah. 
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4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah 
d. Karena Li‟an 
Apabila seseorang suami menuduh isteri berbuat zina tanpa 
ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya suami mengucapkan 
persaksian pada Allah bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya 
itu sampai empat kali, dan Yang kelimanya ia menyatakan bersedia 
menerima laknat dari Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhan 
itu. Sumpak laknat seperti itu disebut sumpah li‟an. Akibat dari 
sumpah li‟an itu, maka hubungan suami isteri menjadi putus dan antara 
keduanya haram untuk nikah selama-lamanya.
61
 
e. Karena Zina 
Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik 
(bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin 
dengan laki-laki pezina.
62
 
2.  Halangan Sementara 
a. Wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain  
Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali 
perkawinan haram dinikahi oleh siapa pun. Bahkan perempuan yang 
sedang dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun 
dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. 
Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum di 
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cerai oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia di ceraikan 
oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dikawini 
oleh siapa saja.
63
 
b. Wanita yang sedang dalam „iddah 
Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dan sedang 
menjalani baik iddah wafat, iddah hamil atau iddah haid tidak boleh 
melangsungkan perkawinan dengan laki-laki selain suami yang 
menceraikannya. Bila ternyata ada yang melanggar larangan ini, maka 
perkawinan keduanya harus di batalkan. Setelah dibatalkannya 
perkawinan tersebut dan habis masa iddahnya apakah boleh mantan 
suami mengawininya. Dalam hal ini berbeda pendapat ulama.
64
 
c.  Wanita yang di talak tiga 
Seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga 
talak, baik sekaligus maupun bertahab, mantan suaminya haram 
mengawininya sampai mantan isteri itu kawin dengan laki-laki lain dan 
habis pula iddahnya.
65
 
d. Wanita yang sedang melakukan ihram 
Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram 
umrah, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut 
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sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah 
lepas masa ihramnya.
66
 
e. Wanita musyrik 
Wanita musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan 
atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram 
melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu pula sebaliknya 
laki-laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali 
bila ia telah masuk islam.
67
 
 
f. Pernikahan yang kelima 
Selama masih berada dalam ikatan pernikahan keempat, 
maka tidak halal bagi seorang laki-laki untuk menikah kelima kalinya 
hingga ia berpisah dengan salah satunya dan telah habis masa „iddah-
nya.
68
 
Selain itu dalam Islam ada pernikahan-pernikahan yang dilarang: 
a. Nikah Mut‟ah 
Secara bahasa kata mut‟ah berarti bersenang-senang atau 
bersedap-sedap. Maksudnya ikatan tali pernikahan antara seorang laki-
laki dan wanita, dengan mahar yang telah disepakati, yang disebut 
dalam akad, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Dengan 
berlakunya waktu yang telah disepakati, atau dengan pemendekan 
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batas waktu yang diberikan oleh laki-laki, maka berakhirlah ikatan 
perkawinan tersebut tanpa memerlukan proses perceraian.
69
 
Nikah mut‟ah tidak disepakati dan demi kebaikan manusia, 
karena dengan ini hilanglah keturunan, pemanfaatan perempuan hanya 
terbatas pemenuhan syahwat oleh laki-laki dengan merendahkan 
kepribadian perempuan, maka wajib keharamannya. Pernikahan ini 
hukumnya batal dan haruslah dibatalkan ketika terjadi.
70
 
 
b. Nikah Syighar 
Secara bahasa kata syighar berarti “membuang” atau 
“meniadakan”. Maksudnya meniadakan mas kawin. Nikah syighar 
yaitu seorang wali yang meniadakan ke walinya seorang laki-laki 
dengan syarat ia menikahkannya juga sebagai kewaliannya, baik 
mereka menyebutkan maharnya ataupun tidak. 
c. Nikah Muhalil 
Secara bahasa muhalilberarti “yang menjadikan halal”. 
Seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan talak tiga, tidak boleh 
kembali kepada mantan istrinya itu sebelum dinikahi laki-laki lain dan 
menyetubuhinya kemudian menceraikannya dan habis masa iddahnya. 
Maka agar ia dapat kembali kepada mantan istrinya itu ia menyewa 
seseorang untuk menikahi mantan istrinya dengan syarat sesudah 
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bercampur segera menceraikannya. adalah seorang laki-laki menikah 
dengan seorang wanita dengan niat atau berjanji akan menceraikannya 
kembali supaya wanita itu boleh menikah kembali dengan manta suami 
yang telah mentalaknya tiga kali (bain kubra).
71
 
 
H. Perspektif Ushul Fiqh 
Ilmu ushul fiqh ialah kaidah kaidah yang dipergunakan mujtahid 
untuk mengistinbathkan hukum syar‟i yang diamali dari dalil-dalilnya yang 
tafsili. Atau kaidah yang dipergunakan untuk mengistinbathkan fiqh.
72
 
Sumber-sumber Fiqh Islam, sumber pokok ( mashadir Ashliyah ) yaitu kitab 
Allah dan sunnah Rasul. Dan ada sumber yang dipautkan kepada sumber-
sumber pokok yng disepakati oleh jumhur fuqaha yaitu ijma‟ dan qiyas. Dan 
ada yang diikhtilafi oleh tokoh-tokoh ahli ijtihad sendiri yaitu Istihsan,‟Urf, 
Maslahah Mursalah, Saddudzdzari‟ah, Istishhab dan Madzhab Shahabi.73 
1. Pengertian ‘Urf 
 „Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan 
merupakan kebiasaaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun 
perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, „urf disebut adat (adat 
kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 
„urf  dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah 
hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah 
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dikenal oleh masyarakat, jugaa telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, 
seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi 
terhadap orang yang melanggarnya.  
Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara ijma‟ 
dengan „urf , karena keduanya sama-sama menyalahinya. Perbedaan ialah 
pada ijma‟ ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan 
hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan 
kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada „urf  
bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian kemudian seseorang 
atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal 
ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mereka 
mengerjakan pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakan 
sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara 
mereka. Pada ijma‟ , hukum yang telah berlaku diantara mereka tidak 
tertulis. Pada ijma‟, masyarakat melakukan suatu pendapat karena para 
mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada „urf  masyarakat 
mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakan dan 
memandangna baik.
74
 
2. Macam-Macam ‘Urf 
„Urf  dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi 
sifatnya, „urf terbagi: 
a. Urf  Qauli 
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Ialah „urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, 
menurut bahasa berarti an„ak. Baik perempuan atau laki-laki, tetapi 
dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. 
b. „Urf amali 
Ialah „urf yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam 
masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal 
menurut syara‟, shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual 
beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat 
melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan, maka syara‟ membolehkannya.  
Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya „urf, terbagi atas: 
a. „Urf Shahih 
Ialah „urf yang baik dan dapat diterima karena tidak 
bertentangan dengan syara‟. seperti mengadakan pertunangan 
sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi 
kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara‟. 
b. „Urf Fasid 
Ialah „urf yang tida baik dan tidak dapat diterima, karena 
bertentangan dengan syara‟. seperti kebiasaan mengadakan sesajian 
untuk sebuah oatung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal 
ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang 
diajarkan agama islam.
75
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Ditinjau dari ruang lingkup berlakunyam „urf terbagi menjadi: 
a. „Urf „ „Aam 
Ialah „urf yang berlaku pada suatu tempat, masa dan 
keadaan. Seperti memberi hadia kepada orang yang telah 
memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada 
orang yang telah membantu kita dan sebagainya. 
b. „Urf Khash  
Ialah „urf yang hanya berlaku pada tempat, masa atau 
keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa 
dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap 
selesei menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada 
Negara Islam lainnya tidak dibiasakan. 
3. Dasar Hukum ‘Urf 
Para ulama sepakat bahwa „urf  shahih dapat dijadikan dasar 
hujjah selama tidak bertentangan dengan syara‟. ulama Malikiyah terkenal  
dengan pernyataan mereka bahwa amal Ulama Madinah dapat dijadikan 
hujjah, demikian pula Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat 
Ulama kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi‟i terkenal dengan 
qaul qadim dan qaul jadid. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan 
hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa 
ketiga madzhab itu berhujjah dengan „urf. Tentu saja „urf fasid tidak 
mereka jadikan sebagai dasah hujjah.
76
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4. Kaidah tentang adat atau kebiasaan  
Diantara  kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan 
„urf  ialah: 
ةمكمحْةداعلا  
“adat kebiasaan itu dapat di tetetapkan sebagai hukum.” 
ابِْلمعلاْبيجْةجحْسانلاْلامعتسا 
“perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakan wajib beramal 
dengannya” 
نامزلااْيرغتبْماكحلاايرغتْركنيلا 
“Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan 
perubahan masa”77 
 
Dan firman Allah dalam surat Al-A‟raf ayat 199: 
ذخ وفعلا رمأو ضرعاوْفرعلماب ينلهالجاْنع 
“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma‟rf, 
serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”78 
 
Tidak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum akibat 
perubahan masa. Setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang 
sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh besar 
terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan kepada 
kemaslahatan itu. Suatu hukum yang ada pada masa lampau didasarkan 
pada kemaslahatan pada masa itu. Pada masa kini kemaslahatan telah 
berubah dan hukumnya pun berubah. Di masa yang akan dattang, jika 
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kemaslahatan berubah, berubah pula hukum yang didasarkan 
kepadanya.
79 
ابِْلمعلاْبيحْةجحْسانلاْلامعتسا 
“perkerjaan orang (banyak) adalah hujjah yang wajib diamalkan”.80 
Kaidah ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang 
telah biasa dikerjakan oleh masyarakat adalah dapat menjadi suatu 
patokan sehingga setiap anggota masyarakat dalam melakukan suatu yang 
telah terbiasa itu selalu akan menyesuaikan diri dengan patokan tersebut 
atau tidak akan menyalahinya.
81
 
5. Kaidah menolak kerusakan lebih utamakan daripada menarik 
kemaslahatan  
لحاصلماْبردْىلعْدسافلماءرد 
“menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” 
Kaidah ini menunjukkan bahwa mengikuti ketentuan hukum 
secara konsisten dapat mewujudkan maslahah. Namun, jika mewujudkan 
maslahah itu sendiri dapat menimbulkan mafsadat  bagi dirinya, lebih baik 
menghindari mafsadat daripada melakukan sesuatu yang dapat 
menimbulkan maslahah, namun pada saat yang bersamaan, mukallaf 
sendiri memperoleh mafsadah.
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Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian syara‟ terhadap 
larangan lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah. 
Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahah, 
namun disitu juga ada mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat 
meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan 
kerusakan yang lebih besar.
83
 
اذاْامهظعاْيعورْناتدسفمْضراعتْاررضْمهفخاْباكتراب 
“Apabila ada dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana 
yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan 
madharatnya.” 
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa „urf  (tradisi) 
adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah 
menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah 
masyarakat. Dan kaidah yang digunakan adalah “adat kebiasaan itu di 
tetapkan sebagai hukum” dan :menolak kerusakan lebih diutamakan 
daripada menarik kemaslahatan”.84 
 
I. Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI 
1. Rukun dan Syarat Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI 
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun perkawinan yaitu 
harus ada :
85
   
a. Calon suami 
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b. Calon isteri 
c. Wali nikah 
d. Dua orang saksi dan, 
e. Ijab dan Kabul. 
Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 
1974 yaitu:
86
 
a. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai 
b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang 
dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih 
hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 
d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 
dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka 
masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya. 
e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam 
ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara 
mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah 
tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
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permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu 
mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) 
dalam pasal ini. 
f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku 
sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari 
yang bersangkutan tidak menentukan lain. 
2. Larangan Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 
Di dalam UU No.1 Tahun 1974 disebutkan tentang adanya 
larangan perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan 
perkawinan. Larangan perkawinan tertera dalam pasal 8, 9, dan 10. 
Menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974 perkawinan yang 
dilarang ialah antara dua orang sebagai berikut:
87
 
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; 
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 
saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara 
seorang dengan saudara neneknya; 
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak 
tiri; 
d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; 
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 
dari isteri, dalah hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; 
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f.    yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain 
yang berlaku dilarang kawin. 
Dan selanjutnya ditambah larangan dalam pasal 9 dan pasal 10 yaitu: 
g. Seorang yang terikat tali perkawinan dangan orang lain tidak dapat 
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan 
dalam Pasal 4 Undang-Undang ini.
88
 
h. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang 
lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak 
boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-
masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak 
menentukan lain.
89
 
Sedangkan pencegahan perkawinan tertera dalam pasal 13 yang 
berbunyi “perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak 
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.90 Kemudian 
dalam pasal 14 di jelaskan tentang siapa saja yang bisa melakukan 
pencegahan perkawinan. Bunyi pasal 14 “yang dapat mencegah 
perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan 
ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon 
mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
91
 
Tentang pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 22 yang 
berbunyi “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 
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syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.92 Sedangkan yang dapat 
mrengajukan pembatalan perkawinan terdapat dalam pasal 23 yang 
berbunyi “yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu; a. Para 
keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; b. 
Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan 
belum diputuskan; d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 
Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum 
secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tatapi hanya setelah 
perkawinan itu putus”.93 
3. Larangan Perkawinan Menurut KHI 
Di dalam KHI juga sudah di atur dalam pasal 39-44 tentang 
larangan kawin. Dilarang melangsungkan perkawinan anatara seorang pria 
dengan seorang wanita disebabkan :
94
 
a. Karena pertalian nasab : 
1) Dengan seseorang wanita yang melahirkan atau yang 
menurunkannya atau keturunannya; 
2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 
3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya 
b. Karena pertalian kerabat semenda : 
1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas 
isterinya; 
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2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; 
3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali 
putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al 
dukhul, dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 
c.  Karena pertalian sesusuan : 
1) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus 
ke atas; 
2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis 
lurus ke bawah; 
3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan 
ke bawah; 
4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke 
atas; 
5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya. 
 Pada pasal selanjutnya juga disebutkan larangan perkawinan 
anatara pria dan wanita karena beberapa sebab yaitu: 
a. Karena keadaan tertentu:95 
1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan 
dengan pria lain; 
2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria 
lain; 
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b. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang 
mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan 
isterinya;
96
 
1) Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; 
2) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 
Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak 
raj‟i, tetapi masih dalam masa iddah. 
 
c. Seorang pria juga dilarang menikah:97 
1)  Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, 
kecuali bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian 
perkawinan tersebut putus ba‟da dukhul dan telah habis masa 
iddahnya. 
2) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan 
seorang pria yang tidak beragama Islam.
98
 
 
J. Perspektif hukum Adat 
Menurut arti istilah, adat berarti kebiasaan/adat-istiadat yang 
biasannya merupakan sikap hidup atau tingkah laku manusia yang dilakukan 
secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari.
99
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Menurut Prof. Dr. Supomo, SH dalam karangan beliau “beberapa 
Catatan mengenai kedudukan hukum adat” memberi pengertian hukum adat 
sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif 
meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak di tetapkan oleh yang 
berwajib, ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan 
bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
100
 
Pengertian adat menurut Dr. Sukamto adalah hukum adat sebagai 
kompleks-komopleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak 
dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai 
akibat hukum.
101
 
Sejak saat pertunangan itu, sudah sewajarnya segera berlaku 
norma-norma mengenai larangan dan kecenderungan kawin, misalnya:
102
 
1. Larangan kawin dalam lingkungan (bagian) clannya sendiri (exogami); 
2. Larangan hubungan kawin timbal-balik; 
3. Derajat-derajat perkawinan antar-wangsa terdekat yang terlarang; 
4. Larangan kawin dengan isteri yang sudah bercerai dari sesama warga clan; 
5. Kecenderungan kawin dengan anak gadis dari saudara laki-laki ibunya: 
Perkawinan cross-cousin segi satu (perkawinan anak saudara laki-laki 
dengan anak saudara perempuan); 
6. Desakan untuk kawin dengan pemudi dari desanya sendiri. 
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Pada umumnya larangan perkawinan yang telah ditentukan dalam 
UU No.1 Tahun 1974 tidak banyak bertentangan dengan hukum adat yang 
berlaku di berbagai daerah Indonesia, namun di sana sini masih ada hal-hal 
yang berlainan karena pengaruh struktur masyarakat adat yang unilateral, 
apakah menurut garis patrinial ataupun matrilineal, dan mungkin juga pada 
masyarakat yang bilateral di pedalaman. Istilah larangan dalam hukum adat 
misalnya dipakai sebutan “sumbang”, “pantang”, “pamali”, “tulah”, dan 
sebagainya. 
103
 
Dalam masyarakat adat Batak yang bersifat patrilinial dan bersendi 
“dalihan na tolu” (tungku tiga) berlaku larangan perkawinan “semarga”, pria 
dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melakukan 
perkawinan.
104
 Di Minangkabau berlaku eksogami suku dan eksogami 
kampung. Ini berarti bahwa orang yang seesuku di dalam suatu negari tidak 
boleh kawin, demikian pula orang yang sekampung tidak dapat kawin di 
dalam kampung sendiri, walaupun sukunya berlainan.
105
 
Bagi masyarakat adat Jawa yang sifat kekerabatannya parental 
yang dilarang melakukan perkawinan adalah mereka yang bersaudara 
kandung, anak-anak saudara kandung lelaki (pancer lanang), misanan, yang 
pria lebih muda ibunya daripada wanita. Sedangkan perkawinan antara dua 
orang yang tidak terikat hubungan kekerabatan tersebut diperkenankan.
106
 
                                                          
103
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 59.  
104
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum 
Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 59.  
105
 Ibid., hlm. 60.  
106
 Ibid., hlm. 61 
57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
55 
BAB III 
LARANGAN MENIKAH KARENA ADAT KEJAWEN Dengan POSISI 
RUMAH NGALOR-NGULON DI DESA KANDANGSAPI 
 KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN 
 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Kondisi Geografis, Demografis dan Pendidikan 
Secara administrative batas-batas wilayah Desa Kandangsapi 
sebagai berikut:
107
 
Luas Wilayah Desa : 970,4895 Ha. 
Desa Kandansapi terletak di barisan pegunungan Kendang termasuk 
Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen (berdampingan Desa 
Jatimulyo,Kecamatan Mantingan,Kabupaten Ngawi,Jawa Timur).
108
 
Sebelah Utara  : Desa Jenar 
Sebelah Timur : Desa Jatimulyo (Jawa Timur) 
  Sebelah Selatan : Desa Banaran ,Kecamatan Sambungmacan 
Sebelah Barat  : Desa Dawung, Kecamatan Jenar 
Desa Kandangsapi merupakan salah satu yang berada di 
Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. Desa Kandangsapi terletak kurang 
lebih 2,5 km dari pusat pemerintah kecamatan, dan kurang lebih 8 km dari 
pusat pemerintah kabupaten. Luas wilayah Desa Kandangsapi adalah 970, 
4895 ha.
109
 Dengan jumlah penduduk 4.950 orang.
110
 
                                                          
107
 Pandu, Kepala desa di Desa Kandangsapi, Wawancara Pribadi, 22 November 2017, 
jam 10.00-11.50 WIB. 
108
 Observasi di kantor Kelurahan Kandangsapi Kec. Jenar Kab. Sragen, 22 November 
2017   
109
 Observasi di kantor Kelurahan Kandangsapi Kec. Jenar Kab. Sragen, 22 November 
2017   
59 
 
 
 
Desa Kandangsapi merupakan daerah yang padat penduduk. 
Desa Kandangsapi memiliki jumlah penduduk yang terdiri dari 1380 
kepala keluarga, dan mayoritas beragama Islam, sedangkan non Islam 
0,3%. Pendidikan masyarakat Kandangsapi kebanyakan lulusan SD dan 
SL TP, ada sebagian yang tamat SLTA, dsn beberapa tamat Akademi dan 
Perguruan Tinggi. Pendidikan keagamaan Desa Kandangsapi sudah di 
mulai sejak dini yaitu dengan adanya TPA di Masjid. Mayoritas 
masyarakat di Desa Kandangsapi memiliki mata pencaharian sebagai 
Petani, Buruh Tani, dan Bakulan. Namun ada beberapa sebagai Pengusaha, 
Pertukangan, Buruh Industri dan PNS.
111
 
Dalam administrasi Pemerintahan Desa, mereka yang memiliki 
wewenang dalam mengelola Desa Kandangsapi terdiri dari 11 orang;
112
 
a. Lurah Desa   : 1 orang  
b. Carik Desa   : 1 orang  
c. Kaur Pemerintah    : 1 orang  
d. Kaur Ek. Bank   : 1 orang  
e. Kaur Umum    : 1 orang  
f. Pembantu Umum    : 1 orang  
g. Modin Desa    : 1 orang  
h. Pamong Tani Desa   : 1 orang  
i. Jogo Boyo    : 1 orang  
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j. Kebayan     : 1 orang  
k. Penjaga Kantor    : 1 orang 
B. Gambaran Umum tentang Larangan Perkawinan Karena Posisi Rumah 
Ngalor-Ngulon ataupun sebaliknya di Desa Kandangsapi Jenar Sragen 
 
Menurut Bapak Sukarno sebagai Pamong Desa dan Sesepuh Desa 
Kandangsapi, yang di magsud larangan adat ngalor-ngulon adalah : 
“ingkang dilarang nglakoni nikah kaleh warga sing arahe omah 
ngalor-ngulon utawi ngetan ngidul, sejarahe ngalon ngulon iku wis ono 
kawit jaman mbah buyut utowo nenek moyang sesepuh-sesepuh jaman 
mbien kanti sakniki. Budoyo iki wis di anggep kaleh masyarakat 
kandangsapi adat iki koyok hukum lan budoyo aliran kepercayaan  iki 
jenenge ngidang bumi, la masyarakat ini percoyo mergo nggunakne ilmu 
titen kui mau, amargi wis kulino ing masyarakat sing dilakokno terus-
menerus la kui mau sing dadi patokan ilmu titen sing dilakokne kawit 
mbien”113 
Yang dimaksud larangan adat perkawinan di Desa Kandangsapi 
yaitu warga Kandangsapi tidak boleh melakukan pernikahan dengan warga 
yang berarah rumah ngalor-ngulon ataupun ngetan-ngidul.
114
 Sejarah 
tentang larangan perkawinan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang 
dari sesepuh hingga sampai sekarang. Budaya aliran kepercayaan ini dapat 
di artikan sebagai Ngidang Bumi. 
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Dalam perkembangannya, Masyarakat Kandangsapi masih 
menganggap bahwa adat ini adalah Hukum. Masyarakat Kandangsapi 
mempercayai hukum tersebut dengan Ilmu Titen, karena unsur 
pembentukannya adalah kebiasaan dalam kehidupan manusia yang 
dilakukan secara terus-menerus dan menjadi ilmu titen yang dilakukan 
sejak lama. Sebagian warga berpendapat walaupun dalam 
perkembangannya, adat dahulu dengan adat sekarang atau adat yang akan 
datang situasinya akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. 
Adat tidak bisa semena-mena untuk diterapkan dalam masyarakat 
walaupun itu tidak semuanya. Karena menurut sebagian warga masyarakat 
Kandangsapi adat bisa tergeser sedikit demi sedikit untuk tidak digunakan 
lagi,sehingga apa yang di anggap positifnya bisa lebih dikembangkan lagi. 
Walaupun sebagian besar masyarakat Kandangsapi beranggapan bahwa 
secara perlahan-lahan adat akan ditinggalkan oleh generasi-generasi yang 
akan datang, akan tetapi pada prakteknya hingga saat ini adat tersebut 
masih saja ditaati oleh hampir semua lapisan masyarakat Desa 
Kandangsapi yang mana pada kasus ini adalah larangan pernikahan karena 
posisi rumah.
115
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C. Pendapat Tokoh Masyarakat dan Masyarakat tentang Larangan Adat 
Perkawinan Karena Posisi Rumah Ngalor-Ngulon di Desa Kandangsapi  
 
Menanggapi kasus tersebut, bapak Bakdi selaku sesepuh Desa 
Kandangsapi  mengatakan ; 
 “perkawinan kui mau sebenere sah sah wae, soale ra enek aturan 
sing nglarang ning agomo, tapi yo jenenge wong jowo awake dewe njogo 
lan ngormati adat sing wis enek lan di percoyo kui mau mbk, yo njagani 
sing ora-ora yo nek iso ojo nglanggar adat sing wis dadi keyakinan sing 
enek ng kandangsapi kui mau”116 
bahwa pernikahan dengan posisi rumah ngalor ngulon sebenarnya 
sah sah saja, karena tidak ada aturan yang melarangnya baik itu dalam 
hukum Islam maupun hukum positif. Tetapi sebagai orang jawa 
seyogyanya kita menjaga dan menghormati adat istiadat yang udah ada 
dan dipercayai. Menurut beliau janganlah melanggar hal-hal yang sudah 
diyakini masyarakat sekitar kita. 
Disinggung mengenai hal-hal yang akan terjadi atau tidak 
diinginkan (musibah) dari salah satu keluarga apabila tetap melaksanakan 
pernikahan, beliau berpendapat bahwa tidak sadar setiap kejadian adalah 
kehendak Allah dan tidak ada kaitannya dengan hal hal yang ada di sekitar 
kita apalagi menjadi penyebab utama, tetapi yang perlu diingat, walaupun 
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kita yakin tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah 
melakukan pernikahan tersebut, tetapi masyarakat sudah sangat meyakini, 
maka hal itu kemungkinan besar bisa terjadi.
117
 
Salah seorang tokoh agama (bapak Purnomo) berpendapat pada 
dasarnya sependapat dengan apa yang diutarakan oleh bapak Bakdi, beliau 
memperbolehkan adanya perkawinan ngalor ngulon, asalkan rukun dan 
syarat sah nikah terpenuhi. Di singgung mengenai hal-hal yang tidak 
diinginkan, beliau juga sependapat dengan bapak Bakdi.
118
 
Menurut Bapak Marno, perkawinan Ngalor-Ngulon tersebut sah-
sah saja karena dalam Al-Qur‟an dan Hadist tidak ada yang melarangnya. 
Seseorang menikah dikatakan sah apabila telah melengkapi syarat sah 
nikah dan rukun nikah. Di singgung soal kepercayaan masyarakat 
mengenai hal-hal yang tidak di inginkan, beliau berpendapat menentang 
keras kepercayaan itu karena hal itu mendekatkan kita kepada musyrik.
119
 
Menurut Bapak Rajiman, Beliau meyakini bahwa apabila terjadi 
perkawinan dengan posisi rumah ngalor-nglulon maka akan terjadi hal-hal 
yang dapat membayakan salah satu pihak atau bahkan keluarganya, beliau 
masih menjunjung tinggi adat istiadat dan kepercayaan masyarakat 
sekitar.
120
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Menurut Mas Sadol (pelaku perkawinan ngalor-ngulon), beliau 
tidak setuju dengan larangan perkawinan yang ada dan beliau juga tidak 
percaya dengan akibat dari melakukan perkawinan tersebut yang akan 
menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan. Sadol menikah denganApril 
warga sebrang yang posisi arah rumahnya ngulon-ngalor. Pada saat 
melaksanakan perkawinan tersebut, Banyak keluarga dari pihak laki-laki 
melarang perkawinan tersebut. Karena ada beberapa dari pihak laki-laki 
sangat meyakini adat dan kepercayaan masyarakat. Dan bahkan warga 
sekitar pun menggunjing pernikahan tersebut dan jadi bahan omongan 
warga.
121
 
Setelah Pernikahan Genap 20-40 hari keluarga dari pihak laki-laki 
(Mas Sadol) ada yang mengalami celaka,  ayah dan kakak dari pihak laki-
laki meninggal dengan secara tiba-tiba, warga sekitar banyak mengatakan 
bahwa meninggalnya ayah dan kakak sadol diakibatkan oleh pernikahan 
ngalor ngulon tersebut.
122
 
Menurut ibu Heni ( Pelaku Perkawinan ngalor ngulon ) beliau tidak 
setuju dengan adanya larangan pernikahan tersebut, menurutnya “ dijaman 
yang modern ini tergantung kepercayaan masing-masing orang saja, saya 
juga melakukan pernuikahan ngetan ngidul, memang setelah saya menikah 
bapak mertua saya meninggal dan kakak ipar saya sakit-sakitan, banyak 
orang bilang itu karena saya dengan suami saya melanggar pernikahan 
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ngalor ngulon tersebut, tetapi saya percaya bahwa itu sudah kehekdak 
Allah SWT dan saya meyakini bahwa itu bukan alasan Bpk mertua saya 
meninggal, mungkin hanya orang tua jaman dulu yang masih percaya 
dengan hal-hal seperti itu”.123 
Menurut Ibu Evry sebagai warga Desa kandangsapi, beliau tidak 
setuju, “sebenarnya tidak setuju, kalau saya Allahualam, karena di Agama 
Islam tidak ada kepercayaan seperti itu dan tidak ada ajaran seperti itu”.124 
Ibu Marsini mengatakan “setuju, awalnya saya juga tidak percaya 
dengan adanya larangan nikah ini, tapi setelah ada tetangga yang 
mengalami kejadian yang tidak di inginkan setelah menikah dengan posisi 
rumah ngalor-ngulon, akhirnya saya percaya”.125 
Mbah Tarsi mengatakan “setuju,  saya percaya, karena dari orang 
tua saya sudah ada kepercayaan hal itu dari dulu”.126 
Bpk Eko mengatakan “setuju, karena memang begitu adanya, itu 
sudah adat turunan”.127 
Ibu Gemi (ibu dari seseorang yang melakukan nikah ngalor 
ngulon) mengatakan “Setuju, karena sudah ada buktinya, setiap menikah 
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dengan posisi rumah ngalor-ngulon selalu ada masalah dan halangan, kalo 
anak saya Alhamdulillah tidak ada akibat yang sampai keluarga 
meninggal, hanya saja ibu dari mantu saya mengalami bangkrut besar-
besaran, menurut masyarakat itu karena melanggar nikah ngalor ngulon, 
tapi alhamdulillah masalah masih bias teratasi”.128 
Bpk Sukardi adalah ayah dari Suami mbk Dwi (pelaku nikah 
ngalor-ngulon) beliau mengatakan “saya bingung antara percaya / tidak 
percaya. Mau percaya, tapi Alhamdulillah keluarga saya tidak 
mengalaminya. Mau tidak percaya, tapi salah satu orang yang saya kenal 
ada yang mengalaminya”.129 
Mbk Dwi Astuti (pelaku nikah ngalor ngulon) mengatakan “tidak 
setuju, karena saya pendatang dan di daerah saya tidak ada ajaran seperti 
itu”.130 
Ibu Watini mengatakan “setuju, karena buktinya memang di daerah 
kita banyak kejadian hal-hal seperti itu. Setiap menikah dengan posisi itu 
rumah tangga mereka selalu ada masalah. Selalu ada yang kalah salah satu. 
Maksudnya salah sstu keluarga mereka akan terkena musibah”.131 
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Menurut Bpk Giyono mengatakan “setuju, kalau saya nurut sama 
orang tua saja, karena orang tua mungkin lebih tau, karena itu sudah adat 
istiadat dari dulu, kalau bias ya cari suami atau istri yang tidak berarah 
ngalor ngulon maupun sebaliknya”.132 
Demikianlah pendapat beberapa tokoh agama, sesepuh desa dan 
masyarakat mengenai larangan adat perkawinan dengan Posisi rumah 
Ngalor-Ngulon ataupun sebaliknya, dengan melihat latar belakang tokoh 
masyarakat maupun masyarakat yang berbeda, maka bisa ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
 
Tabel 4.1 
Hasil Responden 
 
No Nama Warga 
Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngulon 
Setuju Tidak Setuju 
1 Bakdi -   
2 Purnomo -   
3 Marno -   
4 Rajiman   - 
5 Sadol -   
6 Sukarno -   
                                                          
132
 Giyono, Warga Desa Kandangsapi, Wawancara Pribadi, 20 Februari 2018 
  
68 
 
 
 
No Nama Warga 
Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngulon 
Setuju Tidak Setuju 
7 Parji -   
8 Sapar   - 
9 Heni -   
10 Evry -   
11 Marsini   - 
12 Tarsi   - 
13 Eko   - 
14 Gemi   - 
15 Sukardi - - 
16 Dwi -   
17 Watini   - 
18 Giyono   - 
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BAB IV 
ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN KARENA 
POSISI RUMAH NGALOR NGULON 
 
A. Analisis terhadap Faktor-faktor Dilarangnya Pernikahan Ngalor-Ngulon 
Mayarakat Desa Kandangsapi, Jenar, Sragen mayoritas beragama 
Islam, akan tetapi mereka masih sangat mempercayai adat atau tata cara 
perkawinan yang juga masih menganut adat Kejawen. Salah satunya adalah 
perkawinan ngalor-ngulon, Perkawinan ngalor-ngulon adalah perkawinan 
berdasarkan arah tempat tinggal dimana keluarga pengantin perempuan akan 
menikah dengan pengantin laki-laki yang arah perjalanan dari rumah 
keluarga perempuan dari arah utara kearah barat ketempat keluarga pengantin 
laki-laki. 
Dalam praktik kasus larangan pernikahan karena posisi rumah 
ngalor-ngulon masyarakat berpedoman pada ilmu titen (ilmu hafalan) yang 
mereka pelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya. 
Dengan mengacu kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi, yaitu sesuatu 
yang tidak di inginkan setelah melaksankan pernikahan ngalor-ngulon ini. 
Dengan dasar inilah masyarakat Desa Kandangsapi melarang adanya praktik 
nikah karena posisi rumah ngalor-ngulon.  
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III, mayoritas 
responden mengatakan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi 
pernikahan karena posisi rumah ngalor-ngulon adalah munculnya hal-hal 
yang tidak di inginkan terjadi pada pelaku. Masyarakat percaya jika 
pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan 
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mendapat akibat buruk yang diyakini. Hitungan dan adat jawa memang 
sering menjadi penghalang bagi terlaksananya suatu pernikahan yang 
sebenarnya menurut Islam sangat sederhana.  
Kepercayaan yang muncul akibat ngalor-ngulon ini adalah 
nantinya kehidupan berumah tangga akan seperti orang mati. Rasanya seperti 
kematian, bencana besar sehingga menyebabkan rumah tangga seperti mati. 
Bahkan sampai kepercayaan anggota keluarga baik suami atau istri akan mati 
jika melanggar perhitungan ngalor-ngulon ini. 
Dengan asumsi ini sebuah kepercayaan terhadap sesuatu yang 
menandingi kekuasaan Tuhan. Ngalor-ngulon itu bisa mendatangkan bencana 
jika dilanggar. Jika dituruti akan memberikan kebahagiaan atau keselamatan. 
Padahal semua kemadlaratan yang melimpah seseorang merupakan kehendak 
Allah SWT. Sesuai dengan firman-Nya surat Yunus ayat 107.
133
  
Seperti yang di jelaskan dalam bab III bawah alasan yang 
dikemukakan oleh responden hanya pandangan yang bersifat mitologi. Mitos-
mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya terjadi kepercayaan 
yang turun temurun dan diyakini hingga sekarang, serta menjadi warisan 
tradisi bagi masyarakat Desa Kandangsapi. Tradisi tersebut telah berkembang 
dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian yang bersesuaian secara 
kebetulan dengan akibat bagi orang-orang yang melanggar tradisi larangan 
nikah tersebut. 
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Selain itu juga, yang menjadi faktor masyarakat Desa Kandangsapi 
mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul atau mistik adalah dari segi 
pendidikan dan ekonomi. Dapat diketahui dari data yang ada dalam bab III 
dari segi pendidikan dan ekonomi. Dapat diketahui dari data yang ada dalam 
bab III dari segi pendidikan  agama masyarakat Desa Kandangsapi tergolong 
cukup rendah. Dari sinilah akar masalah utama seseorang yang mempunyai 
kurangnya pengetahuan ilmu agama maka akan dekat dengan kekufuran. 
Menurut keterangan  yang didapat setelah melakukan wawancara, 
terdapat empat akibat yang timbul setelah melakukan pernikahan ngalor-
ngulon akibat ini juga yang dijadikan alasan oleh masyarakat untuk melarang 
pernikahan ini, yaitu ; 
1. Keluarga tidak harmonis 
Dalam membina keluarga semua orang mencita-citakan 
mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Keluarga 
yang aman, damai dan sejahtera menjadi idaman setiap individu. Akan 
tetapi keluarga yang seperti itu tidak semudah yang kita bayangkan, butuh 
proses dan usaha terus-menerus dan keseimbangan dalam 
menjalankannya. Diantara tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi 
petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang bahagia dan 
harmonis. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota 
keluarga. Dengan demikian keluarga yang bahagia adalah keluarga yang 
mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sesama anggota 
keluarga. Namun dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak akan 
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selamanya bahagia dan harmonis, pasti akan muncul ketidakharmonisan 
dalam keluarga di kemudian hari yang disebabkan oleh persoalan-
persoalan, baik itu faktor ekonomi, keluarga mauoun lingkungan sekitar. 
Dengan demikian, apabila keharmonisan telah dijelaskan di 
atas dihubungkan dengan dampak buruk yang timbul akibat melanggar 
larangan pernikahan karena posisi rumah ngalor ngulon, maka hal tersebut 
tidak bias dibenarkan secara rasional. Karena keharmonisan keluarga 
terletak pada diri masing-masing keluarga, bagaimana mengatur dan 
menjalankan bahtera rumah tangganya. 
2. Sering mendapatkan musibah 
Salah satu akibat dari pernikahan ngalor-ngulon adalah sering 
memperoleh musibah, sesungguhnya semua hal buruk berupa musibah 
yang menimpa seseorang merupakan atas kehendak Allah SWT. Atau 
karena perbuatannya sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam 
surat an-Nisa‟ ayat 79, yang berbunyi: 
 ْ َك ِس ْف  َ ن ْ ْن ِم َف ْ ٍة َئ ِّي َس ْ ْن ِم ْ َك َب ا َص َأ ْ ا َم َو ْ ِهَّل ل ا ْ َن ِم َف ْ ٍة َن َس َح ْ ْن ِم ْ َك َب ا َص َأ ْ ا َم
( ْ ا ًد ي ِه َش ْ ِه َّل ل ا ِب ْ ى َف ََكو ْ لاو ُسَر ْ ِس اَّن ل ِل ْ َك ا َن ْل َسْر َأَو٩ ٧)ْ
 
Artinya: “Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari 
Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) 
dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap 
manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi”.134 
 
  Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa semua musibah 
yang diperoleh seseorang semata-mata merupakan ujian/cobaan dari Allah 
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SWT. Kepada hamba-Nya atau bukan akibat dari melanggar larangan 
nikah dengan posisi rumah ngalor ngulon, jadi persepsi masyarakat 
tentang akibat melanggar larangan nikah tersebut akan mendapatkan 
musibah itu tidak dibenarkan. 
3. Sulit mencari rizki 
 Masyarakat Desa Kandangsapi percaya, akibat melanggar 
larangan nikah karena posisi rumah ngalor ngulon akan sulit mencari rizki. 
Secara rasional hal ini tidak dapat dibenarkan, karena pernikahan tidak 
akan membawa pada kemiskinan, justru sebaliknya Allah SWT akan 
memberikan rizki yang cukup. Manusia harus tetap berusaha, karena itu 
sudah menjadi tugasnya. Selama orang mau berusaha dengan sungguh-
sungguh maka Allah SWT pasti akan memberikan hidayah baginya. Allah 
SWT telah menjamin rizki pada makhluk-Nya. Sebagaimana firman Allah 
SWT, dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 40, yang berbunyi: 
ُْه َّل ل اْي ِذَّل اْْْم ُك َق َل َخَُّْثْْْم ُك َقَزَرَُّْثْْْم ُك ُت يُِيَُُّْثْْْم ُك ي ِي ُْيحْْْل َهْْْن ِمْْْم ُك ِئ ا ََكر ُشْ
ْْن َمُْْل َع ْف  َ يْْْن ِمْْْم ُك ِل َذْْْن ِمٍْْء ْي َشُْْه َن ا َح ْب ُسَْْ تَوَْل ا َعْا َّم َعَْْنو ُِكر ْش ُيْ(ٗ ٓ)ْ
 
Artinya:”Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian 
memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu 
(kembali). Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang 
dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan 
Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan”.135 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat 
terhadap kesulitan mencari rizki tersebut bukan semata-mata akibat dari 
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pernikahan ngslor-ngulon, melainkan karena akibat perbuatannya sendiri 
atau atas kehendak Allah SWT.  
4. Kematian  
Akibat lain yang dijadikan alasan oleh masyarakat Desa 
Kandangsapi melarang pernikahan ini adalah kematian. Kematian ini 
dikhawatirkan akan menimpa kepada kedua mempelai dan juga kepada 
kedua orang tuanya. Alasan ini tidak berdasar dan juga tidak logis, Allah 
SWT mempunyai hak prerogatif dalam menentukan umur manusia di 
dunia. Masalah kehidupan dan kematian merupakan urusan Allah SWT. 
Tidak satupun makhluk yang mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah 
SWT dalam Al-Quran surat ar-Rum ayat 40, yang berbunyi: 
 ُْهَّل ل اْي ِذَّل اْْْم ُك َق َل َخَُّْثْْْم ُك َقَزَرَُّْثْْْم ُك ُت يُِيَُُّْثْْْم ُك ي ِي ُْيحْْْل َهْْْن ِمْْْم ُك ِئ ا ََكر ُشْ
ْْن َمُْْل َع ْف  َ يْْْن ِمْْْم ُك ِل َذْْْن ِمٍْْء ْي َشُْْه َن ا َح ْب ُسَْْل ا َع  َ تَوْا َّم َعَْْنو ُِكر ْش ُيْ(ٗ ٓ) 
 
Artinya:”Allah-lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu 
rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). 
Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat 
berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha Sucilah Dia dan Maha 
Tinggi dari apa yang mereka persekutukan”.136 
 
Dari keempat akibat diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa 
larangan nikah dengan posisi rumah ngalor-ngulon tidak mempunyai dasar 
yang pasti, sehingga seseorang halal melakukan pernikahan tersebut. Karena 
tidak ada ketentuan-ketentuannya dalam Al-Quran maupun Hadist. 
Berdasarkan hasil wawancara, pada saat ini tidak banyak masyarakat yang 
meyakini musibah/bahaya akibat dari melanggar larangan pernikahan karena 
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posisi rumah ngalor ngulon. Pada perkembangannya larangan pernikahan ini 
tidak lagi sebagai larangan nikah dan atauran adat (urf), akan tetapi lebih 
sebagai saran yang bersifat kemasyarakatan yang bisa menjadi pertimbangan 
hukum. 
 
B. Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Karena Posisi Rumah 
Ngalor-Ngulon 
 
Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan 
yang berasal dari nenek moyang. Hal ini terlibat dalam suatu masyarakat yang 
dinamakan adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari 
generasi ke generasi yang tetap di pelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas 
sehari-hari manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi 
tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah 
identitas. Tetapi tradisi menjadi hal  yang sulit jika tidak serasi dengan 
pemahaman keagamaan secara umum. 
Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai 
kemaslahatan manusia. Oleh karenanya, hukum Islam memuat situasi dan 
kondisi dalam menentukan hukum. Tanpa mempertimbangkan eksistensi adat 
atau kebiasaan, hukum Islam akan terkesan kaku. Terlebih suatu adat dan 
kebiasaan masyarakat bisa berkembang dan berubah sesuai denguan 
perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik 
masyarakat. 
Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat dapat terlaksana dengan baik asal tidak bertentangan dengan 
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hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan 
dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nass baik dalam Al-Quran 
maupun Hadist. Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi 
(menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan) adat atau „urf sebagai 
salah satu dasar pembentuk hukum Islam. Akan tetapi jika terjadi pertentangan 
antara „urf dengan nass maka yang didahulukan adalah „urf serta 
meninggalkan nass.
137
 
Landasan tekstual diterimanya „urf dalam hukum Islam, 
sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan bab II, selain 
bersumber dari Al-Quran, legalitas „urf juga ditunjukkan oleh hadist. Adapun 
salah satu alasan.rasional penerimaan adat atau kebiasaan diantaranya, karena 
syariah diturunkan dengan tujuan mewujudkan maslahah bagi manusia. Salah 
satu cermin kemaslahatan adalah diperhatikan dan diakomodasinya adat dalam 
pembentukan hukum Islam.
138
 Sebagai tujuan pokok hukum Islam, maslahah 
mampu menyesuaikan diri denngan perubahan zaman sehingga maslahah 
mencakup asas menolak kerusakan dan mendatangkan kemanfaatan.
139
 
Sebagai sumber hukum Islam, „urf juga ikut berperan serta dalam 
memberikan keputusan hukum atas suatu kasus. „Urf  mempunyai relasi yang 
kuat dengan maslahah, karena maslahah menjadi faktor-faktor yang ikut 
menentukan validitas „urf ketika tidak ada nass yang menjelaskan tentang 
                                                          
137
 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus 
di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), hlm 80.  
138
 Asmawi, Teori Maslahat dan Relevansi dengan Perundang-undangan Pidana Khusus 
di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2010), hlm 80. 
139
 Ibid, hlm 80. 
77 
 
 
 
hukum suatu kasus yang diambil dari „urf.140 Menurut Abdul wahab Kholaf, 
Al-„Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan 
oleh mereka dari: perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini 
dinamakan pula dengan Al-„Aadah.141 „Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk 
mu‟amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan 
telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.
142
 
Sesuai dengan kaidah fiqh larangan adat perkawinan karena posisi 
rumah tersebut merupakan hukum bagi masyarakat Kandangsapi. Mereka 
masih mematuhi larangan pernikahan tersebut karena di khawatirkan jika 
melakukan pernikahan akan mendatangkan musibah yang tidak diinginkan. 
Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, bahwa adat 
atau kebiasaan yang di maksud dalam penelitian ini adalah suatu tradisi 
larangan nikah bagi masyarakat Desa Kandangsapi Kecamatan Jenar 
Kabupaten Sragen, yaitu larangan nikah karena posisi rumah ngalor-ngulon. 
Bahwasanya warga Desa Kandangsapi tidak boleh menikah dengan posisi arah 
rumah ngalor-ngulon. 
Masyarakat Desa Kandangsapi meyakini, apabila larangan 
pernikahan tersebut diabaikan atau dilanggar, maka banyak kesulitan yang 
mereka alami selama masa pernikahan, pernikahan yang demikian itu 
menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan malapetaka seperti : 
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keluarga tidak harmonis, sering dapat musibah, kemelaratan (sulit mencari 
rizki), bahkan sampai kematian. Larangan pernikahan tersebut sudah 
berlangsung lama secara turun-temurun, yang diakui oleh mayoritas 
masyarakat Kandangsapi dan juga dilakukan dengan sadar oleh jiwa mereka 
sendiri, maka dapat dikatakan bahwa larangan nikah karena posisi arah rumah 
ngalor-ngulon tersebut merupakan adat. 
Dalam nass baik dalam Al-Quran maupun hadist tidak ada 
penjelasan mengenai larangan nikah tersebut. Dan untuk penyempurnaan 
kajian ini secara metodologis penulis memakai salah satu metode ijtihad, yaitu 
„urf. Sehingga nanti dapat diketahui realitas dari tradisi larangan nikah karena 
posisi arah rumah ngalor-ngulon yang mengakar dan berkembang di 
masyarakat. 
Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, 
maka untuk menetapkan suatu hukum perlu di bangun dengan tiga kategori, 
yang pertama dari segi obyeknya, yang terdiri dari al-„urf al-lafzi dan al-„urf 
al-amali. Kedua dari segi cakupannya, maka terdiri dari al-„urf al-amm dan al-
„urf al-khas. Ketiga dari segi keabsahannya dalam syara‟, yang terdiri dari al-
„urf al-sahih dan al-„urf al-fasid.143 
1. Dari segi obyeknya „urf terbagi menjadi dua macam, yaitu: 
a. „Urf qawli, yaitu „urf yang berupa perkataan. Atau kebiasaan yang 
berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
144
Contohnya: kata 
waladun secara etimologi artinya anak yang digunakan untuk anak 
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laki-laki atau perempuan. Dalam kebiasaan sehari hari orang Arab, 
kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk 
anak perempuan; sehingga dalam memahami kata walad kadang 
digunakan „urf qawli tersebut.145 
b. „Urf fi‟li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya 
kebiasaan saling mengambil rokok diantara sesama tanpa adanya 
ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri. 
2. Dari segi cakupannya „urf terbagi menjadi dua macam yaitu: 
a. „Urf umum („urf amm), yaitu kebiasaan yaitu kebiasaan yang telah 
umum berlaku di mana-mana, hamper di seluruh penjuru dunia, tanpa 
memandang Negara, bangsa dan agama. Misalnya; mengganggukkan 
kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak 
atau menindakkan.
146
 
b. „Urf khusus („urf khas), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok 
orang dan di sembarang waktu. Umpamanya: bagi masyarakat tertentu 
penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina, karena 
kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat 
lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.147 
3. Dari segi keabsahannya dalam syara‟ „urf terbagi menjadi dua, yaitu: 
a. „Urf Shahih adalah „urf yang baik dan dapat diterima karena tidak 
bertentangan dengan syara‟. Atau kebiasaan yang berlaku di tengah-
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tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash ( Al-Qur‟an 
atau Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak 
pula membawa madharat kepada mereka.
148
 Umpamanya: mengadakan 
acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.
149
 
b. „Urf Fasid adalah „urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena 
bertentangan dengan syara‟. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan 
dalil-dalil dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara‟.150 Misalnya: 
berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan 
menghidangkan minuman haram.
151
 
Selanjutnya berdasarkan macam-macam „urf diatas dapat diketahui 
kategori dari tradisi larangan nikah karena posisi rumah ngalor-ngulon, yaitu: 
1. Kategori pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi larangan nikah dengan 
posisi rumah ngalor-ngulon di Desa Kandangsapi Kecamatan Jenar 
Kabupaten Sragen merupakan suatu al-„urf al-amali, hal ini disebabkan 
karena pernikahan ngalor-ngulon merupakan suatu tradisi yang berupa 
perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan 
oleh masyarakat Desa Kandangsapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen. 
Juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. 
2. Kategori kedua, dilihat dari segi cakupannya tradisi larangan nikah posisi 
arah rumah ngalor-ngulon termasuk dalam al-„urf al-khas, yakni kebiasaan 
yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Sebab tradisi 
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larangan nikah tersebut hanya dilaksanakan oleh masyarakat Desa 
Kandangsapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen dan sekitarnya saja. 
Tidak berlaku bagi mayoritas (kebanyakan) penduduk suatu negeri pada 
suatu masa. 
3. Kategori ketiga, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara‟ tradisi 
larangan nikah dengan posisi arah rumah ngalor-ngulon termasuk ke 
dalam al‟urf al-fasid, karena tradisi tersebut tidak didasarkan pada 
pendekatan rasionalitas atau agama. Hanya didasarkan pada pandangan 
yang bersifat mitologi atau mitos. Terhadap larangan pernikahan karena 
posisi rumah ngalor-ngulon hanya akan mempersulit seseorang dalam 
melaksanakan sunnah Rasul SAW. Firman Allah SWT. Dalam surat al-
Baqarah ayat 185 yang berbunyi: 
َْر ْس ُع ْل ا ْ ُم ُك ِب ْ ُد ِْير ُي ْ َلاَو ْ َر ْس ُي ْل ا ْ ُم ُك ِب ْ ُلله ا ْ ُد ِْير ُيْ
Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu”.152 
 
Tradisi ini perlu dikaji lebih dalam lagi, maka dari itu perlu 
mengutip sebagian pendapat ulama‟ tentang definisi „urf, untuk 
memperkuat adanya alasan bahwa tradisi ini tidak layak dipertahankan: 
a. Salih „Awad merumuskan definisi „urf dengan menggunakan redaksi 
sebagian berikut “sesuatu yang menetap dalam jiwa manusia berdasar 
penilaian logis, diterima oleh akal dan tabiat yang sehat, terlaksananya 
secara kontinyu (terus-menerus), tidak bertentangan dengan syara‟ dan 
telah diakui oleh sebuah komunitas”. 
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b. Al-Nisfi (Abdullah bin Ahmad) yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhayli 
mendefinisikan „urf dengan redaksi sebagai berikut “sesuatu yang telah 
menetap dalam jiwa manusia berdasar penilaian logis, diterima oleh 
akal serta diterima pula oleh tabiat yang sehat”.153 
Berdasarkan pendapat ulama‟ diatas, jika diselaraskan dengan 
tradisi larangan nikah karena posisi rumah ngalor-ngulon atau sebaliknya, 
maka dapat dikatakan bahwa tradisi ini bukan termasuk dalam „urf yang 
bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Memang tradisi ini telah menetap 
dalam jiwa dan dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat Desa 
Kandangsapi Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, akan tetapi hal tersebut 
bertentangan dengan dalil syara‟. 
Selain itu juga alasan yang dikemukakan responden adalah 
karena mereka takut dengan akibat yang akan ditimbulkan jika melanggar 
larangan tersebut, padahal semuanya itu hanya bersifat mitos belaka. Maka 
dapat dinilai bahwa tradisi tersebut tidaklah logis dan tidak bisa diterima 
oleh akal sehat. Sehingga dapat dikatakan tradisi larangan nikah tersebut 
termasuk dalam al-„urf al-fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).154 
Islam mengakui adanya hukum adat, akan tetapi tidak semua 
adat mendapat legitimasi. Maka dari itu, hukum adat baru bisa dipakai 
sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu hukum apabila 
memenuhi beberapa syarat dibawah ini, antara lain: 
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1. Tidak bertentangan dengan ketentuan nass baik Al-quran maupun 
sunnah. Syart ini sebenarnya memperkuat terwujudnya „urf sahih 
karena bila bertentangan dengan nass atau bertentangan dengan prinsip 
syara‟ yang jelas dan pasti ia termasuk „urf fasid yang tidak dapat 
diterima sebagai dalil menetapkan hukum. 
Tradisi larangan pernikahan ngalor-ngulon merupakan 
tradisi yang masih diyakini oleh masyarakat Desa Kandangsapi 
Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, jika tetap dilaksanakan akan 
mendatangkan dampak negatif bagi pelaku. Padahal dalam Islam 
seseorang boleh saja melakukan pernikahan dengan siapapun asalkan 
memenuhi syarat sah dan rukun pernikahan, serta halangan pernikahan 
baik halangan yang bersifat abadi maupun halangan yang bersifat 
sementara. Dengan demikian jelas, bahwa tradisi larangan nikah 
ngalor-ngulon ini bertentangan dengan nass. 
2. „Urf harus berlaku secara kontinyu sekiranya telah menjadi sistem 
yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.
155
 Larangan 
nikah ini sudah berlangsung lama secara turun-temurun, yang diakui 
oleh mayoritas masyarakat Desa Kandangsapi dan juga dilakukan 
dengan sadar oleh jiwa mereka sendiri. 
3. „Urf tidak berlaku surut. Artinya „urf yang dijadikan sandaran dalam 
penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan „urf yang 
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muncul kemudian. Hal ini berarti „urf itu harus telah ada sebelum 
penetapan hukum. Kalau „urf itu datang kemudian, maka tidak 
diperhitungkan.
156
 
Di Desa Kandangsapi memiliki tradisi yang merupakan 
peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. 
Misalnya dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi 
ketika hendak melakukan pernikahan di antaranya adalah menghindari 
larangan nikah yang sudah menjadi keyakinan masyarakat setempat. 
Larangan nikah yang sampai saat ini masih berlaku kental dalam 
masyarakat Desa Kandangsapi ini salah satunya adalah larangan 
menikah dengan posisi arah rumah ngalor-ngulon ataupun sebaliknya. 
4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta 
bernilai maslahat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin 
berkenaan dengan perbuatan maksiat. 
Tradisi larangan nikah ini hanya didasarkan pada alasan 
yang bersifat mitos, yaitu bagi pelanggar larangan nikah ini akan 
memperoleh akibat buruk seperti: katidakharmonisan dalam keluarga, 
sering memperoleh musibah. Padahal semua orang yang tidak 
melanggar larangan nikah ini juga akan mendapatkan cobaan ketika 
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Allah SWT menghendakinya. Dengan demikian jelas bahwa larangan 
nikah tersebut tidak logis dan tidak relevan dengan akal sehat.
157
 
Berdasarkan empat syarat diatas, tradisi larangan menikah 
karena posisi arah rumah hanya memenuhi dua syarat saja, yaitu syarat 
yang kedua dan ketiga. Bahwa tradisi tersebut berlaku secara umum dan 
kontinyu dikalangan mayoritas masyarakat Desa Kandangsapi Kecamatan 
Jenar Kabupaten Sragen, serta telah berlaku sejak lama. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa tradisi larangan nikah ini termasuk dalam 
kebiasaan yang dianggap rusak (al-„urf al-fasid), karena bertentangan 
dengan dalil syara‟. Kebiasaan masyarakat Desa Kandangsapi melarang 
seseorang untuk melakukan pernikahan antar warganya tidak sesuai 
dengan konsep maslahah, karena larangan tersebut tidak mendatangkan 
kemanfaatan dan hanya akn mempersulit seseorang untuk menyalurkan 
keinginannya dalam mencari jodoh atau melakukan pernikahan. Maka adat 
atau kebiasaan masyarakat Desa Kandangsapi ini bukan termasuk „urf 
dalam perspektif hukum Islam, jadi adat atau kebiasaan ini tidak dapat 
dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan suatu masalah 
hukum. 
Namun demikian, perkembangan saat ini masyarakat sudah 
banyak yang tidak meyakini larangan pernikahan posisi rumah ngalor-
ngulon sebagai „Urf yang memiliki sanksi sosial/adat. Sehingga larangan 
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nikah tersebut tidak lagi memiliki kedudukan kuat di masyarakat sebagai 
„urf. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Setelah penyusun menguraikan mengenai larangan perkawinan 
tersebut, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Yang melatarbelakangi adanya larangan perkawinan ngalor-ngulon ini 
adalah adanya keyakinan akan terjadinya hal-hal yang buruk terhadap 
keluarganya dan berdasarkan adanya ilmu titen yang sudah turun-temurun 
dari nenek moyang dan dilakukan oleh masyarakat Desa Kandangsapi 
Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen sebagai keyakinan. 
2. Tradisi larangan pernikahan ngalor-ngulon atau sebaliknya jika dikaji dan 
dianalisis melalui „urf. Ditinjau dari segi objeknya tradisi larangan nikah 
ngalor-ngulon ini masuk kategori al-„urf al-amali, hal ini disebabkan 
karena pernikahan ngalor-ngulon merupakan suatu tradisi yang berupa 
perbuatan. Sedangkan dilihat dari segi cakupannya tradisi larangan nikah 
posisi arah rumah ngalor-ngulon termasuk dalam al-„urf al-khas, yakni 
kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. 
Dilihat dari segi keabsahannya dalam syara‟ tradisi larangan nikah 
dengan posisi arah rumah ngalor-ngulon termasuk ke dalam al‟urf al-
fasid, karena tradisi tersebut tidak didasarkan pada pendekatan 
rasionalitas atau agama. Hanya didasarkan pada pandangan yang bersifat 
mitologi atau mitos. Terhadap larangan pernikahan karena posisi rumah 
ngalor-ngulon hanya akan mempersulit seseorang dalam melaksanakan 
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sunnah Rasul SAW. Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa tradisi 
larangan nikah ini termasuk dalam kebiasaan yang di anggap rusak (al-
„urf al-fasid), karena bertentangan dengan dalil syara‟, kebiasaan 
masyarakat Desa Kandangsapi melarang seseorang untuk melakukan 
pernikahan antar warganya tidak sesuai dengan konsep maslahah, karena 
larangan tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan dan hsny akan 
mempersulit seseorang untuk menyalurkan keinginannya dalam mencari 
jodoh atau melakukan pernikahan.  
B. Saran 
1.  Pernikahan adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah akan 
tetapi apabila pernikahan tersebut menimbulkan hal yang merugikan bagi 
kedua mempelai dan masyarakat, alangkah baiknya pernikahan tersebut 
dihindari demi untuk kemaslahatan bersama. 
2.  Sebaiknya bagi ulama dan masyarakat setempat mengkaji ulang mengenai 
larangan adat perkawinan karena posisi rumah ngalor-ngulon yang sudah 
mengakar dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang 
dianggap telah sesuai dengan hukum Islam. Sehingga bisa meluruskan 
pemahaman sebelumnya yang salah dan mentradisi dalam masyarakat. 
Peran aktif tokoh agama dan tokoh adat sangat penting dalam melakukan 
pembaharuan ini, karena akan lebih diterima oleh masyarakat. 
3.  Bagi para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan 
bagi generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua yang 
berperan sebagai orang tua pertama dan terpenting dalam pergaulan anak 
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dalam masyarakat, sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas 
agar tidak berlaku pada pemahaman yang salah ataupun setengah-tengah. 
4.  Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, hendaknya lebih 
memperdalam ajaran-ajaran Islam agar tidak hanya taqlid buta sehingga 
dapat memilah dan memilih mana adat yang patut dilestarikan dan adat 
yang tidak seharusnya dilestarikan, sehingga bisa menjadi generasi 
penerus agama yang dapat membangun kehidupan di masyarakat. 
5.  Demi terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah 
maka bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya 
mempertimbangkan hal-hal yang akan menghalangi tercapainya sebuah 
tujuan pernikahan yang memang hal tersebut dibenarkan oleh syara‟ dan 
bukan atas pertimbangan khalayak menurut tradisi masyarakat saja. 
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LAMPIRAN 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana kondisi masyarakat secara geografis, sosial, keagamaan, ekonomi 
dan pendidikan? 
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya larangan perkawinan dengan posisi 
rumah ngalor ngulon? 
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sejarah adanya larangan perkawinan dengan 
posisi rumah ngalor ngulon? 
4. Apa penyebab dilarangnya perkawinan ngalor ngulon tersebut? 
5.  Bagaimana kalau pernikahan ngalor ngulon dilangsungkan dengan luar 
daerah? 
6. Apakah Bapak/Ibu setuju tentang adat kejawen yang melanggar pernikahan 
dengan posisi rumah ngalor ngulon? 
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya larangan perkawinan ngalor 
ngulon? 
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